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Abstract: Islamic family law in Malaysia has undergone dramatic changes with colonial history as an 
important impetus. The so-called ‘reforms’ take place in various forms but they contain similar trends, 
such as improving women status and administration requirements.  The reforms efforts continue with 
various modes and challenges after colonial masters left the country. This research aims at highlighting 
that issue, particularly by answering the questions of the history of the formation of Islamic family law in 
Malaysia including the depiction of state-religion relation as well as influence the remnant of colonial 
administration in it and its dynamics of contemporary discourse of Islam in Malaysia. In addition, this 
research will discuss how Islamic family law in Malaysia regulate aspects of marriage which is full of 
gender issues and how, in general, Islamic family law in Malaysia is viewed from gender perspective. For 
that matter, the data will involve written documents as well as information from interviews with related 
personalities. The documents consist of primary documents such as statutes, acts and enactments of 
Islamic family law in Malaysia as well as secondary sources in form of books, articles and reports.  The 
interviews conducted has covered both side in the contestation of Islamic family law in Malaysia. Both 
data are compiled and presented in a manner which easily shows the debates and contestation between the 
two opposing groups in Malaysia.  
The result indicates that the process of Islamic legislation has been very massive for some reasons. 
The first is that the fact that Malaysia has a parallel legal system; civil law which originates from 
common law of British and Islamic law which is a continuation of pre-colonial period as well as product 
of current islamization. Malaysia is a federal country in which Islamic issues are at the hands of the states. 
This has made the federal government less powerful in administering the direction of legislation in 
Malaysia.Secondly, the rivalry between the ruling party of UMNO with the opposition of PAS has led 
the ruling party to show its Islamic credentials by supports series of Islamic legislation nationwide with 
the consequence of the rights of women, non-Muslims, and minorities under unfavorable positions. As a 
result, the way the trend of Islamic family law in malaysia governing sensitive issues like marriageable 
age, poligamy and divorce also is influenced. Data shows that the Islamic family law in Malaysia in 
general is actually relatively moderate. The poligamy is allowed with some resitrictions and conditions, 
there is a regulation about minimum age of marriage, and the regulation regarding divorce and after 
divorce issues also accomadates women and children protection. The existence of the sanction definitely 
is a distinctive feature. Several cases of unregistered poligamy are sanctioned by fine. The aim is to give a 
shock therapy in order to control people’s behavior in relation to marriage matters. Beside from it, the 
trend of islamic family law in Malaysia seems to go towards a more retrogressive attitude evidenced by 
some amendments. One of the amendments critized mostly is the deletion of one condition within the 
poligamy. In addition, the granting of fasakh right for men also critized as a gender neutral policy that 
turns out to be a gender blind policy as males can misuse it and will potentially harm the women. 
Moreover, eventhough there are positive trend within the exisiting islamic family law in relation to 
gender and women protection, the law enforcement is still far from the ideal. One thing worth mentioning 
is that the many amendments upon the Islamic family law in Malaysia actually shows that the dynamic 
for changes is there. The question then who controls this dynamic; the people in dialogue with the 
realities or the state with politics playing.  
At the end, it can be concluded that the prospect of the implementation of Islamic law in Malaysia, 
especially Islamic family law will remain wide open, but to direction that not all element within the 
country and international audience expect. The debates now is more between retrogressive and the 
liberals in Malaysia. This contestation seems to unfolds for quite sometimes because each parties really 
persistent and has own supports; the retrogressive has its conservatives and the liberals are backed by 
international allies.  
Keywords: Islamic Family law, Poligamy, child marriage, family. 
Pendahuluan 
Sejarah Islam di Asia Tenggara sangatlah panjang. Meskipun ada beberapa 
pandangan tentang periode masuknya Islam ke wilayah Asia Tenggara ini, anggapan 
3 
konservatif adalah kisaran abad XIII Masehi.1 Ada tiga metode masuknya Islam ke 
wilayah ini; perdagangan, dakwah dan penaklukkan militer.2 Metode perdagangan 
adalah pertama kali dilakukan mengingat wilayah ini adalah jalur perdagangan laut 
sekaligus penyedia produk-produk rempah-rempah. Setelah bercokolnya komunitas 
Muslim di wilayah pesisir, peran para guru, wali dan pendakwah mulai turut berperan 
dalam meyebarkan Islam di Asia Tenggara. Sedangkan metode terakhir, yaitu jalur 
perang, relatif tidak dominan sehingga banyak pakar menyatakan penerimaan komunitas 
Asia Tenggara terhadap Islam melalui metode damai (peaceful penetration).  
Proses masuknya Islam diawali dengan masuknya Islam ke wilayah pesisir. 
Sedangkan proses selanjutnya sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Proses 
masuknya Islam ke pedalaman dan perkembangan institusi Islam di wilayah tersebut 
serta bagaimana komunitas setempat menempatkan Islam di sela-sela keyakinan dan 
ajaran yang sudah mapan adalah sebuah proses yang lama dan berkelanjutan. Kondisi 
ini pulalah yang menyebabkan pandangan yang berbeda tentang Islam di mata 
komunitas Asia Tenggara, khususnya antara wilayah pesisir dan pedalaman. Lagipula, 
metode damai yang ditarapkan oleh pendakwah Islam telah memungkinkan komunitas 
setempat menerima Islam dengan cara mereka, termasuk dengan tetap mempertahankan 
beberapa bagian keyakinan lama mereka. Perbedaan juga muncul disebabkan karena 
beragamnya sumber otoritas Islam yang hadir di Asia Tenggara, yaitu antara India dan 
China yang terlebih dahulu dan Arab yang datang ke wilayah ini belakangan (kira-kira 
abad XIX).  
Dapat diyakini bahwa agama telah menjadi salah satu kekuatan melawan 
penjajahan di Asia Tenggara. Ini terjadi di Burma (Myanmar), Vietnam dan Kamboja 
dimana biarawan dan agamawan Buddha turut melawan kekuasaan Prancis, Islam 
adalah salah satu kekuatan melawan kolonialisme di Malaysia, Indonesia dan Filipina.3 
Sampai dengan era perjuangan kemerdekaan, Islam menjadi pendorong munculnya 
nasionalisme dan terjadinya kemerdekaan, paling tidak di Malaysia, Indonesia dan 
Brunei.4 Bahkan di Malaysia Islam menempati posisi istimewa sebagai identitas resmi 
negara tersebut. Di Indonesia, pergerakan Islam dalam berbagai aliran dan 
kecenderungannya juga turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan 
Muslim di Pattani dan Mindanao nampaknya tetap menginginkan memisahkan diri dari 
Thailand dan Filipina.5 Di negara-negara tersebut, Islam berkembang dengan berbagai 
dinamikanya. Di Malaysia misalnya, berkembang perbankan syariah dengan pesat.6 
Beberapa tahun yang lalu Muslim Malaysia juga membuat slogan baru dengan “Islam 
Hadhari” yang mengidentikkan Islam yang mereka anut sebagai Islam yang 
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berperadaban, terlepas dari dinamika yang muncul.7Islam di Indonesia juga sangat 
beragam dan dinamis, mulai dari aspek teologis sampai politis. Perkembangan di 
Thailand Selatan dan Filipina Selatan juga relatif dinamis, perkembangan internal itu 
seharusnya mendapat porsi yang lebih banyak untuk diekspos.  
Di antara perkembangan internal yang perlu mendapatkan kajian lintas batas 
wilayah adalah permasalahan hukum Islam. Di antara manifestasi Islam dalam 
masyarakatnya, aspek-aspek hukum selalu dominan sepanjang sejarah. Pernyataan ini 
tidak hanya diakui oleh kalangan internal umat Islam tetapi juga dipercayai juga oleh 
para pengamat luar.8 Kentalnya aspek hukum dalam Islam bukanlah sebuah sesuatu 
yang dibesar-besarkan mengingat cakupan hukum Islam yang sangat luas. Hukum Islam 
lebih luas dari konsepsi hukum yang diyakini oleh orang Yahudi apalagi bangsa-bangsa 
Barat. Aspek-aspek hukum Islam mencakup hukum ibadah, perdata, pidana, tata Negara 
dan internasional. Aspek ibadah jelas bukan bagian dari hukum yang dikenal di Barat 
yang sudah menjadi sekuler. 
Hukum Islam dan aspek kelembagaannya, seperti peradilan, teori hukum Islam 
(fiqh dan usul fiqh) dan mazhab, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 
pelaksanaan kehidupan Muslim sepanjang sejarahnya. Kondisi ini mulai berubah seiring 
dengan upaya modernisasi yang diawali dengan pengaruh Barat di dunia Islam, baik 
melalui kolonialisme atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Aspek-aspek hukum Islam 
mulai tereduksi bahkan terpinggirkan dan diganti dengan hukum Barat. Umat Islam 
hanya mampu mempertahankan aspek ritual hukum Islam dalam kehidupan. Hukum 
perkawinan Islam sebenarnya juga masih diterapkan tetapi bagian-bagian tertentu dari 
hukum perkawinan tersebut sudah mulai ditinggalkan untuk memberikan posisi yang 
lebih baik bagi perempuan dalam keluarga. Hukum perkawinan Islam pada akhirnya 
merupakan produk hybrid yang mempertahankan sebagian besar hukum Islam dengan 
mengadopsi bagian-bagian tertentu unsur asingnya, seperti pencatatan perkawinan, hak 
cerai istri, pengundangan hukum perkawinan dan lain sebagainya. 
Dalam hal ini, salah satu negara yang penting untuk diteliti dalam kaitannya 
dengan aspek hukum keluarga adalah Malaysia. Sejarah kedatangan Islam di Malaysia 
dimulai sejak kedatangan para pedagang dari Arab dan Gujarat pada abad ke-9 
bersamaan dengan kedatangan Islam di Nusantara melalui Malaka yang ketika itu 
merupakan pusat perdagangan.9 Selat Malaka merupakan jalur perdagangan dunia yang 
menghubungkan wilayah Arab dan India dengan wilayah Cina.10 Sehingga wajarlah 
apabila selat ini menjadi pusat bertemunya berbagai budaya, agama dan keyakinan (a 
cross-roads of religion). Menurut Azyumardi Azra, setidaknya ada tiga teori mengenai 
asal-usul datangnya Islam di kawasan Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Teori pertama 
menyatakan bahwa Islam datang dari Arab (Hadramaut). Teori kedua menyatakan 
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bahwa Islam datang dari India, yaitu Gujarat dan Malabar. Adapun teori ketiga 
menyatakan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara dari Benggali (Banglades).11 
Pada awal abad ke-20, bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris di Malaysia, 
perkembangan Islam ditandai oleh adanya koordinasi sultan-sultan di setiap negara 
bagian dalam urusan agama Islam dan adat Melayu. Setelah tahun 1948, setiap negara 
bagian dalam federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. 
Setiap Muslim diharuskan tunduk pada hukum Islam dan yurisdiksi mahkamah syariah 
yang diketuai hakim agama. Pasca kemerdekaan Malaysia, yaitu pada tanggal 13 
Agustus 1957, pemerintahan Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara 
dan warisan undang-undang Malaka mengenai hukum Islam tetap berlaku di Malaysia. 
Walaupun Islam menjadi agama resmi negara, pemerintah tetap menjamin keberadaan 
dan kebebasan agama-agama lain. Sebagai konsekuensinya, setiap masyarakat termasuk 
non Muslim wajib menghargai dan menjunjung tinggi konstitusi Malaysia. 
Sejarah pembentukan dan modernisasi hukum Islam dalam kaitannya dengan 
hukum keluarga tidak bisa dilepaskan dari perdebatan seputar gender. Sampai saat ini, 
persoalan gender di dunia Islam sangat erat kaitannya dengan ranah hukum dan 
perundangan. Isu gender semakin nyata ketika kita berbicara mengenai hukum dalam 
ranah perkawinan. Ada beberapa alasan di balik kenyataan ini. Yang pertama, hukum 
perkawinan merupakan ranah dimana Islam (baca; umat muslim) di beberapa negara 
Muslim seperti Indonesia atau Malaysia atau negara seperti Singapura dan Filipina 
memiliki aturan sendiri berupa perundangan. Yang kedua, ranah perkawinan dan aspek 
kehidupan keluarga merupakan ranah yang sarat persoalan dan isu gender. Persoalan 
poligami, persoalan pencatatan perkawinan, dan persoalan usia minimal nikah misalnya 
merupakan aspek-aspek dalam perkawinan yang sarat isu gender. Bahwa perkawinan 
sangat erat kaitannya dengan isu gender dikarenakan perkawinan mengubah status 
hukum perempuan secara drastis.12 
Peran dan kedudukan perundangan itu sangat penting dan strategis dalam 
menetapkan aturan yang akan membentuk dan mendudukung terwujudnya tatanan 
pernikahan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Hukum perkawinan Islam 
bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, sebuah hukum atau perundangan bisa menjadi 
piranti pendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam relasi rumah 
tanggajika perundangan tersebut responsive gender. Akan tetapi di sisi lain, 
perundangan juga dapat menjadi piranti yang justru melanggengkan ketidakadilan dan 
ketimpangan genderketika perundangan tersebut tidak responsive gender. Disinilah 
kenapa salah satu hal yang diamanatkan CEDAW (Convention on the Elimination of all 
forms of Discrimination Against Women) adalah memastikan supaya hukum dan 
kebijakan yang berlaku di negara-negara di berbagai belahan dunia bersifat responsif 
gender. Bagaimanapun, berbagai problem riil terkait perkawinan di Malaysia dan 
berbagai isu gender, dan di beberapa negara lainnya erat kaitannya dengan hukum 
perkawinan yang berlaku. Di Indonesia misalnya, bagaimana perundangan mengatur 
dan menata aspek aspek dalam perkawinan seperti poligami atau pencatatan perkawinan 
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Penelitian ini akan difokuskan pada; bagaimana sejarah pembentukan hukum 
keluarga Islam di Malaysia termasuk di dalamnya gambaran relasi negara-agama serta 
sisa-sisa pengaruh administrasi kolonial? Bagaimana hukum keluarga Islam di Malaysia 
mengatur aspek-aspek perkawinan yang sarat isu gender? Bagaimana hukum keluarga 
Islam di Malaysia ditinjau dari perspektif gender menggunakan kategorisasi kebijakan 
responsif gender, netral gender atau buta gender? Bagaimana dinamika keislaman 
kontemporer di Malasyia berkaitan dengan isu-isu gender dan keluarga? 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya ilmiah yang memperkaya khazanah 
keilmuan khususnya dalam disiplin studi kawasan dalam aspek hukum keluarga Islam 
dengan menggunakan pendekatan berbagai perspektif; gender, sosiologi hukum, dan 
lainnya. Studi Islam Asia tenggara justru banyak dilakukan oleh para akademisi negara-
negara barat. Sedangkan, studi Islam Asia tenggara oleh akademisi muslim Asia 
tenggara jelas akan berbeda karena memberikan added value berupa insider’s points of 
views. Dari prespektif gender penelitian ini menjadi urgen karena merupakan upaya 
yang harus dilakukan dalam rangka memetakan posisi negara-negara Asia tenggara 
terhadap inklusi keadilan dan kesetaraan gender pada ranah kebijakan hukum keluarga 
Islam 
Karenanya, penelitian ini akan mencoba mengeksplorasi hukum perkawinan Islam 
di beberapa negara muslim untuk dilihat dianalisa dengan menggunakan teori dan 
perspektif gender sebagai alat analisa. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum 
dan kebijakan maka alat analisa yang tepat adalah menggunakan teori kebijakan dari 
perspektif gender. Diskursus mengenai analisis kebijakan dari perspektif gender cukup 
beragam.13 Dalam penelitian ini, kebijakan pada dasarnya bisa dibagi menjadi tiga jenis 
kebijakan. Jenis pertama adalah kebijakan buta gender (gender blind), adalah kebijakan 
yang secara eksplisit atau secara sengaja mendiskriminasi perempuan. Jenis kedua, 
adalah kebijakan yang tampak adil dan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki 
dan perempuan, dan tidak secara eksplisit maupun sengaja melakukan diskriminasi, 
tetapi juga tidak menyadari dan tidak mempertimbangkan keadaan dan kendala yang 
dihadapi perempuan yang secara sosial budaya telah terpinggirkan selama ini. Akibat 
kebijakan jenis ini, perempuan akan semakin terpinggirkan. Jenis ketiga kebijakan 
responsive gender adalah kebijakan yang menyadari dan mempertimbangkan keadaan 
dan kendala yang dihadapi perempuan, sehingga kebijakan yang lahir dari pertimbangan 
tersebut memiliki aspek dukungan dan pemihakan pada perempuan dan pada akhirnya 
berdampak positif bagi pemberdayaan perempuan dan pencapaian kesetaraan gender.14 
Selain itu, teori-teori lain terkait sosiologi hukum juga akan digunakan. Salah 
satunya adalah teori terkait fungsi hukum sebagai tool for social changes atau 
bagaimana hukum negara juga kadang bergesekan dengan budaya dan berbagai 
pemahaman keislamaan. Dalam hal ini, berbagai teori terkait peran dan sejauh mana hak 
negara dalam beperan dalam beberapa area kehidupan masyarakatnya juga tidak bisa 
tidak dibahas.  
Metode Penelitian 
Penelitian hukum perkawinan Islam di Asia Tenggara ini merupakan penelitian 
kualitatif. Penelitian ini akan menganalisis objek kajiannya dengan sudut pandang 
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sejarah dan sosiologi hukum (socio-legal approach).15 Sosiologi hukum bertujuan untuk 
menjelaskan mengapa suatu praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu 
terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, latar belakangnya 
dan seterusnya.16 Adapun analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis. 
Lokasi penelitian adalah di Malaysia. Di negara-negara dimana Islam sebagai 
mayoritas seperti Malaysia, umat Islam memainkan peran yang sangat signifikan 
dimana mereka terlibat aktif dalam setiap lini kehidupan bernegara. Oleh karena itu, 
unsur-unsur agama acapkali berbaur dengan tatanan hidup bernegara. Penerapan unsur-
unsur agama dalam bernegara tidak selalu berjalan mulus, tidak jarang terjadi resistensi 
dari masyarakat yang terkadang disertai dengan konflik.  
Informan penelitian adalah elite agama yang dipilih berdasarkan keterwakilan 
informasi yang akan diteliti. Yang menjadi ukuran bukan jumlah informan, melainkan 
kualitas dan kedalaman informasi yang diberikan oleh informan.17 Yang dimaksud 
dengan informan elite agama adalah; seseorang yang karena kharisma dan keilmuannya 
ditokohkan oleh masyarakat.  
Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan melalui kajian pustaka, 
observasi dan wawancara. Kajian pustaka adalah pembacaan dan analisa terhadap karya 
tulis baik berupa buku, jurnal ilmiah maupun manuscript guna mendapat informasi 
sebanyak mungkin tentang dinamika hukum perkawinan Islam di Asia Tenggara. 
Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab 
dan bukti terhadap fenomena sosial keagamaan selama beberapa waktu tanpa 
mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, dan memotret 
fenomena tersebut guna penemuan data analisis. Sedangkan wawancara adalah proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil 
bertatap muka antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee). 
Untuk interviewee yang tidak bisa berdialog dalam bahasa Melayu dan Inggris, jasa 
penerjemah diperlukan. 
Seluruh data yang masuk akan dipilih dan dipilah berdasarkan sub-sub pokok 
bahasan untuk dianalisa. Analisis data dilakukan dengan cara berkelanjutan dan 
dikembangkan selama penelitian. Dimulai sejak penetapan masalah, pengumpulan data 
sampai setelah data terkumpulkan. Analisis data menggunakan analisis interaktif. 
Analisis ini akan didahului dengan pengumpulan data, reduksi data, display data dan 
kesimpulan akhir.  
Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Malaysia 
Sistem hukum Malaysia pada intinya berdasar pada sistem common law inggris 
(anglo-saxon). Hukum Islam dan adat menjadi di antara sumber hukumnya, khususnya 
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di bidang status personal. Beberapa bagian wilayah Malaysia dulunya merupakan 
jajahan Balanda dan Portugal, akan tetapi semenjak akhir abad XVIII, semua masuk 
menjadi jajahan Inggris. Malaysia akhirnya memperoleh kemerdekaan di tahun 1957. 
Secara berangsur-angsur, di antara tahun 1957 dan 1963, sejumlah Negara bagian di 
semenanjung Malaysia dan Kalimantan Utara membentuk sebuah Negara federasi 
Malaysia. Sebagian besar aspek hukum diatur oleh hukum federal yang utamanya 
berdasarkan model Inggris di masa awal kemerdekaan. Sebagian kecil dari kehidupan 
umat Islam, khususnya di bidang status personal, diatur oleh masing-masing Negara 
bagian yang disebut dengan istilah hukum syariah. Dalam konteks ini, negera-negara 
bagian tersebut diizinkan untuk menetapkan sendiri sistem Pengadilan Islam untuk 
menegakkan berlakunya hukum syariah ini. Pengadilan ini biasa disebut dengan 
pengadilan syariah. 
Bersamaan dengan datangnya Islam di Malaysia pada abad XII-XIII, mazhab 
Syafi’I menjadi versi hukum Islam yang ditarapkan di Malaysia. Sebagaimana dengan 
kedatangan Islam di wilayah asia Tenggara lainnya yang sebagian melalui proses damai, 
hukum Islam di Malaysia beradaptasi dengan damai dengan hukum setempat yang biasa 
disebut dengan hukum adat. Secara singkat, ada beberapa hukum yang pernah dan 
masih berlaku di Malaysia, yaitu: intisari dan pepatah suku yang terdapat pada Adat 
Perpateh yang dipraktekkan oleh suku Minangkabau dan Negeri Sembilan yang 
matrtiarchal; hukum setempat orang Melayu yang patriarchal yang bercampur dengan 
hukum Hindu dan Islam dalam Adat Temenggung; intisari hukum maritime di Malaka 
yang berasal dari Bugis dan Makasar; dan hukum Islam mazhab Syafi’i.  
Kesultanan Malaka seringkali digunakan sebagai tititk awal untuk mengkaji 
pelaksanaan hukum Islam di Malaysia karena di kesultanan itulah Islam dianut dan 
disebarkan ke wilayah-wlayah lainnya. Kesultanan-kesultanan lainnya mengikuti pola 
dan sistem yang dilakukan di Malaka. Sistem kekuasaan kesultanan Malaka tidak 
berdasar pada kekuasaan mutlak sang sultan. Dia memerintah dengan melibatkan para 
pembesar kesultanan. Jika sultan mengabaikan para pembesar tersebut, tahtanya akan 
dalam bahaya karena para pembesar tersebutlah yang turut mengakui dan melegitimasi 
kekuasaan sang sultan.  
Perkembangan hukum Islam pada masa kolonial juga mengalami berbagai 
tantangan. Kedatangan penguasa kolonial memutus proses islamisasi di kepulauan 
Malaya. Di samping itu, kedatangan Inggris juga membawa serta sistem hukum Inggris 
yang kemudian diterapkan di wilayah Malaya. Karena para penjajah kemudian 
menguasai politik dan militer, maka hukum Inggris mendominasi pelaksanaan hukum di 
semua wilayah. Kemudian, sebuah sistem peradilan yang didukung dan dilaksanakan 
oleh pegawai Inggris didirikan. Inggris juga membawa serta pola pikir hukum yang 
berbasis hukum yang terkodifikasi.  
Common Law Inggris pertama kali dibawa dan diperkenalkan di wilayah Melayu 
melalui Civil Law Ordinance (undang-undang Hukum Perdata) pada tahun 1878. Selain 
hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara perdata dan pidana, serta hukum 
kontrak juga didatangkan Inggris dari india yang pada intinya juga merupakan prinsip-
prinsip common law Inggris yang sudah dikodifikasikan. Setelah Malaysia merdeka, 
semua undang-undang ini tetap berlaku. Undang-Undang hukum perdata mengalami 
revisi di tahun 1956 dan 1972 dan diganti nama menjadi Civil Law Act 1956 (Undang-
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Undang Hukum Perdata 1956). Dalam undang-undang hukum perdata ini, secara jelas 
disebutkan bahwa keberlakuannya dibatasi dengan adanya aturan agama dan adat 
setempat. Meskipun demikian, para praktisi hukum, baik hakim dan pengacara yang 
umumnya berpendidikan Inggris selalu menggunakan hukum Inggris ini dan 
mengesampingkan hukum yang hidup yang ada di masyarakat Melayu. Dampaknya 
adalah adanya dua system hukum yang berlaku dalam permasalahan ini. Oleh karena 
itu, dalam aspek-aspek yang lain, hukum Islam dan adat yang tidak tertulis mulai 
terpinggirkan. 
Sebagai reaksi terhadap kelancangan Inggris dalam mengendalikan dan 
administrasi Negara dan hukum, para sultan memperkuat lembaga-lembaga yang masih 
berada dalam wewenangnya, antara lain lembaga-lembaga yang terkait Islam dan adat 
Melayu. Para sultan mulai memperkuat lembaga-lembaga seperti majelis agama, mufti 
dan peradilan agama. Puncaknya, ada 4 (empat) kesultanan yang diperintah secara tidak 
langsung yang membuat upaya-upaya mendasar untuk menyesuaikan kebijakan 
pemerintah mereka dengan sistem hukum Islam. Di 4 Negara ini, peradilan khusus 
Islam didirikan untuk memutus perkara-perkara Islam. Akan tetapi, peradilan banding 
tetap dilaksanakan di peradilan sipil yang diduduki oleh hakim berpendidikan Inggris.  
Adapun pada masa kemerdekaan, kelahiran Malaysia sebagai sebuah Negara 
federasi di tahun 1957 memberikan fitur yang unik terhadap pengaturan hukum Islam di 
Malaysia. Federalisme adalah sebuah konsep adanya sebuah lembaga federal yang 
terdiri dari beberapa Negara dengan kebebasan yang terbatas yang bersepakat 
membentuk sebuah federasi. Tanpa adanya persetujuan dari para sultan dan kesediaan 
Negara-negara lain untuk bergabung, bersatu dan mendirikan Malaysia, maka federasi 
tidak akan muncul.  
Sebagai sebuah Negara federasi, yurisdiksi dan kewenangan harus dibagi d antara 
pemerintah federal dan Negara bagian. Meskipun Islam dinyatakan sebagai agama 
federasi, urusan agama Islam diserahkan ke Negara bagian. Undang-Undang dasar 
menyatakan bhawa sultan adalah kepala urusan keislaman di Negara bagian masing-
masing. Pembagian kewenangan legislative di antara pemerintah federal dan Negara 
bagian merujuk pada daftar kewenangan pemerintah federal dan pemerintah Negara 
bagian yang tercantum pada Undang-Undang Dasar. Pemerintah federal mengatur 
hampir semua hukum, baik perdata dan pidana. Akan tetapi, hukum Islam menjadi 
urusan pemerintah Negara bagian. Hukum keluarga bagi non-Muslim termasuk wilayah 
kewenangan pemerintah federal di bawah peradilan sipil. Sedankan hukum keluarga 
Muslim adalah urusan pemerintah Negara bagian di bawah yurisdiksi peradilan syariah. 
Hukum pidana, ganti-rugi, kontrak, agrarian dan lain-lain menjadi kewenangan 
pemerintah federal yang berlaku untuk Muslim dan non-Muslim.  
11 dari 13 koloni Inggris di Melayu menjadi bagian dari Negara federasi yang 
kemudian dinamakan Malaysia. Setiap Negara diberi kewenangan perundangan untuk 
mengidentifikasi sebuah penafsiran atas hukum Islam yang akan diterapkan terhadap 
orang Islam di wilayah mereka dan diberi hak untuk mendirikan peradilan untuk 
memutus perkara persengketaan yang melibatkan orang Islam yang muncul dari 
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undang-undang tersebut. Undang-Undang dasar Malaysia memunculkan sebuah sistem 
hukum yang menyerupai sistem hukum plural di era kolonialisme Inggris. Di antara 
hukum-hukum yang diatur oleh tiap Negara bagian adalah hukum Islam dan hukum 
pribadi, hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, prkawinan, perceraian, 
maskawin, nafkah, adopsi, nasab, perwalian, pemberian, pembagian wakaf, zakat, baitul 
mal, masjid dan tempat ibadah, pidana terkait pelanggaran syariah (kecuali yang diatur 
oleh pemeritah federal). Termasuk wilayah Negara bagian adalah mengatur pendirian 
dan organisasi perailan syariah yang akan memiliki yurisdiksi terhadap orang Islam. 
Negara bagian juga memiliki kendali terhadap ajaran penyebaran agama Islam. Dalam 
kewenangan ini, setiap Negara bagian bebas memberlakukan versi mereka masing-
masing terkait hukum Islam, dan juga bebas mendirikan peradilan Islam untuk memutus 
perkara persengketaan yang timbul dari hukum Islam yang ditetapkan Negara bagian 
tersebut.  
Sejak Malaysia merdeka, hukum nasional Malaysia bersumber dari undang-
undang dan hukum Common yang berasal dari putusan hakim. Tidak bisa dipungkiri 
bahwa beberapa hakim mencoba mengambil sumber dari prinsip hukum Islam dan 
hukum common dari Inggris secara bersamaan. Ditambah lagi, beberapa kasus di 
pengadilan federal memang terkait hukum Islam. Misalnya adalah kasus transaksi 
keuangan yang merupakan kewenangan peradilan federal, tetapi karena system 
keuangan Islam berkembang pesat di Malaysia, maka pemerintah federal harus 
menyediakan aturan tentang keuangan syariah dan pengadilan federal harus menangani 
kasus terkait keuangan syariah juga. Selain itu, undang-undang dasar Malaysia 
mengamanatkan kebebasan beragama sehingga kasus-kasus terkait pelaggaran terhadap 
hak orang Islam untuk melaksanakan agama mereka juga diptutus di pengadilan federal. 
Meskipun demikian, kebanyakan kasus di Malaysia yang terkait dengan hukum Islam 
memang disidangkan di peradilan syariah masing-masing Negara bagian.  
Undang-undang dasar Malaysia memperkenankan Negara-negara bagian untuk 
mendirikan pengadilan syariah yang mengadili perkara orang Islam di wilayahnya. 
Dalam perkembangan terakhir, pemerintah federal memberikan kewenangan ke Negara 
bagian untuk memutus perkara terkait hukum Islam di wilaya masing-masing Negara 
bagian antara lain di bidang peminangan, perkawinan, perceraian, maskawin, nafkah, 
adopsi anak, nasab, dan prwalian. Semua perkara tersebut diputus dengan menggunakan 
undang-undang yang ditetapkan masing-masing Negara bagian. Sedangkan undang-
undang terkait kewarisan Islam belum ada satu Negara bagian yang membuat undang-
undang, sehingga perkara kewarisan masih menggunakan fiqh dalam memutuskannya. 
Karena hukum federal mengatur hak-hak kebendaan, maka pengadilan syariah dan 
pengadilan sipil harus bekerjasama dalam perkara-perkara kewarisan Islam. Biasanya, 
bila nilai harta peninggalan di bawah 2 juta ringgit, pengadilan syariah akan memutus 
dan melaksanakan putusan tersebut. Akan tetapi, jika jumlahnya melebihi jumlah 
tersebut, pengadilan syariah akan menentukan bagian masing-masing ahli waris 
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Dinamika Hukum Keluarga Islam di Malaysia 
Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, semua aturan terkait hukum Islam 
berada di tingkat Negara bagian. Sejak tahun 1952 (sebelum terbentuknya Negara 
federasi Malaysia di tahun 1957), sampai dengan 1978, hampir semua Negara bagian 
(termasuk wilayah persekutuan) menetapkan aturan admiistrasi hukum Islam yang 
sama. Undang-undang tersebut terkait pengangkatan dan kewenangan majelis agama 
Negara bagian, mufti, hukum acara peradilan syariah, perkawinan dan perceraian, dan 
pelanggaran terkait hukum Islam. Pemerintah federal mulai mempertimbangkan 
pentingnya peradilan syariah di era kebnagkitan ini. Pada kahirnya dibentuklah 
kepanitiaan yang kemudian merekomendasikan agar peradilan syariah dipisahkan dari 
majelis agama Islam di masing-masing Negara bagian dan kedudukan serta pelatihan 
hakim syariah ditingkatkan. Pada saat ang bersamaan, sebuah komisi federal yang 
terdiri dari pakar syariah dan pengacara dari kejaksaan agung menghaslkan sebuah 
model prundangan hukum keluarga, sedangkan Negara bagian Kelantan, yang sudah 
menjadi basis partai Islam konservatif PAS, juga membuat draf perundangan tersebut. 
Hal ini tentunya memupus harapan munculnya hukum keluarga Islam yang seragam 
seluruh Malaysia.	  
Pada akhirnya, sebuah komisi teknis dibentuk di bawah pusat Islam di pemerintah 
federal. Komisi ini diketuai oleh pakar hukum Islam dan common law. mereka terdiri 
dari hakim pengadilan tingi dan beberapa akademisi yang seblumnya terlibat dalam 
menyusun undang-undang terkait hukum Islam singapura. Menariknya, ulama yang 
tidak memiliki rekam akademik di bidang hukum tidak dilibatkan dalam proses ini. 
Komisi ini ini kemudian menyiapkan rancangan Undang-Undang dan mengunjungi 
Negara-negara bagian untuk meyakinkan pihak-pihak terkaiy di Negara bagian (para 
penasihat agama, cabinet dan perwakilan dari lembaga legislatif di Negara-negara 
tersebut) agar menetapakn rancangan undang-undang yang telah mereka susun. 
Tanggapannya bisa dikatakan campur aduk. Di satu sisi mereka mengakui perlunya 
rancangan undang-undang yang diusulkan komisi federal itu tetapi juga menganggap 
bahwa rancangan tersebut belum mencakup seluruh aspek hukum Islam yang 
dibutuhkan, baik hukum materi ataupun hukum acaranya. Sehingga, draf yang sudah 
disiapkan tidak selalu diterima secara luas.  
Wilayah persekutuan menjadi yang pertama dalam menetapkan undang-undang 
hukum keluarga Islam yang disiapkan oleh kantor kejaksaan agung pemerintah federal. 
Bila dilihat dari isinya, banyak diantaranya yang merupakan pinjaman atau adopsi dari 
hukum keluarga Islam India dan Pakistan yang bermazhab Hanafi dan Maliki. Dalam 
menyikapi hal ini, negera-negara bagian memiliki pilihan untuk mengikuti rancangan 
Wilayah persekutuan atau mengikuti rancangan Kelantan yang sangat ketat mmegang 
teguh ajaran mazhab Syafii. Biasanya, dalam aspek yang sangat kontroversial seperti 
pembatasan poligami, beberapa Negara-negara bagian lebih condong mengikuti 
Kelantan. Sedangkan sebagaian besar aturan, Negara-negara bagian lain mengikut pola 
pengaturan d Wilayah Persekutuan.
  
Dalam hal hukum acara, pengaruh hukum Inggris sangat kuat. Misalnya terkait 
relevansi, buku akuntansi, kesaksian ahli, bukti karakter, pemberitahuan sidang, bukti 
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isi dokumen, kewajiban pembuktian yang kesemuanya berasal dari hukum acara 
Inggris. Dalam beberapa hal memang masih mengikuti hukum Islam, seperti masalah 
keharusan dua saksi dalam berperkara, perlakuan berbeda pada saksi yang belum 
dewasa dan non Muslim. Akan tetapi, tidak ada perbedaan antara saksi laki-laki dan 
perempuan dalm hukum acara peradilan syariah di Malaysia.  
Kontroversi yang paling keras dalm proses kodifikasi hukum Islam di Malaysia 
tahun 1980an adalah terkait permasalahan hukum keluarga Islam. Sebagaimana 
disebutkan sebelumnya, ada dua model yang berkembang, yaitu model Kelantan yang 
konservatif dan model Wilayah Persekutuan yang disiapkan oleh pakar hukum umum. 
Kebanyakan Negara bagian mengikuti model Wilayah Persekutuan yang diprakarsai 
oleh pemerintah federal ini. Dalam masalah persetujuan kehendak menikah, di Kelantan 
dan dua Negara bagian lainnya (Kedah dan Malaka) wali masih memiliki hak memaksa 
anak perempuannya yang perawan untuk menikah sebagaimana pandangan yang umum 
dalam mazhab Syafii. Pemaksaan ini tidak bisa dilakukan di model hukum keluarga 
Wilayah Persekutuan.  
Dalam permasalahan perceraian, memang ada perubahan besar terkait 
ditiadakannya talaq unilateral di luar sidang pengadilan. Baik di Kelantan atau di 
Wilayah Persekutuan, hampir semua perceraian harus dilakukan di depan hakim. 
Meskipun demikian, ada perbedaan berkaitan dengan alasan alasan-alasan perceraian. 
Perempuan yang hendak bercerai di Kelantan lebih sering menggunakan ta’liq talaq dan 
khulu’ sebagai dasar percerainnya. Kedua jenis itu memang jelas tergambar dalam fiqh 
mazhab Syafii. Sedangkan di Wilayah Persekutuan, selain penggunaan ta’liq talaq juga 
ada, laki-laki dan perempuan yang hendak bercerai juga sering menggunakan fasakh 
karena alasan perselisihan suami-istri. Fasakh di Kelantan hanya dilakukan sesuai 
pandangan konservatif mazhab yaitu bila ada kasus impotensi, lepra, dan penyakit 
menular lainnya. Perbedaan-perbedaan mendetil juga terjadi pada khulu’, nusyuz, dan 
fasakh.  
Aspek Hukum Keluarga Islam di Malaysia 
Secara umum di Malaysia, undang undang keluarga terbagi dalam dua bidang. 
Pertama, yang melibatkan orang orang bukan islam yaitu akta membaharui undang 
undang (perkahwinan dan perceraian) 1976 dan yang kedua Akta Undang Undang 
Keluarga Islam. Akta undang undang keluarga islam (wilayah persekutuan) 1984 
(AUKI (WP) 1984) merupakan model bagi undang undang tersebut. Disamping 
berbagai ketentuan lain yang masing-masing negeri memiliki perundangan tersebut. 
Ketentuan tersebut adalah: 
Tabel 1: Ketentuan Perundangan Khusus Wilayah/Negeri di Malaysia 
Wilayah/Negeri  Ketentuan 
Johor The Council of Religion Enactment, No. 2 1949 
Kedah The Administration of Muslim Law – Enactment, No. 9 1962 
Kelantan The Council of Religion; Malay Custom and Kathis’ Courts 
Enactment, No. 1 1953 
Melaka The Administration of Muslim Law Enactment, No. 1 1959 
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Berbagai undang-undang atau akta atau enakmen yang berlaku di setiap negara 
bagian tersebut secara umum memiliki kesamaan dan dalam hal ini sebagian besar pakar 
hukum dan literatur menyatakan bahwa akta undang-undang keluarga Islam wilayah 
persekutuan tahun 1984 adalah model dan representasi bagi fitur hukum keluarga Islam 
di malaysia.  
Usia Minimal Menikah 
Pengaruh koloni dan modernisasi tidak bisa dipungkiri telah turut mempengaruhi 
bagaimana hukum keluarga Islam di berbagai negara mengatur aspek ini. Hal ini 
mengakibatkan usia minimal pernikahan adalah juga menjadi salah satu isu besar terkait 
hukum keluarga di berbagai tempat termasuk di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia 
sendiri, Bessell menceritakan bahwa secara historis pengaruh koloni atau dunia luar 
memang kuat dalam mendorong terjadinya pengaturan tentang usia minimal menikah.28 
Di Malaysia, sebagian besar Negara bagian mengatur usia minimal menikah, dan 
kebanyakan adalah 18 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan. Akan tetapi, meski 
secara normatif usia minimal menikah di Malaysia telah diatur dan ditetapkan yaitu 16 
untuk perempuan dan 18 untuk laki-laki, dalam realitanya angka pernikahan di bawah 
usia tersebut masih sangat tinggi. Salah satu koran misalnya menulis perkembangan 
data terbaru terkait pernikahan di bawah usia minimal yang diistilahkan sebagai 
pernikahan anak-anak. Koran tersebut bahkan secara ironis menyebutkan bahwa meski 
anak-anak perempuan tersebut masih belum boleh mengendarai mobil atau merokok 
tapi mereka boleh menikah dan banyak yang menikah.29  
Menurut statistika dari JKSM Malaysian Syariah Judiciary Department (JKSM), 
pada tahun 2012, ada 1.165 aplikasi dimana usia perempuannya lebih rendah dari usia 
minimal menikah. Dari angka tersebut, pengadilan Syariah Malaysia menyetujui 1.022 
pasangan. Angka ini meningkat dari tahun 2011 dimana ada 900 pernikahan usia dini. 
Kadang dalam 4 bulan sudah terjadi 600 pernikahan usia dini. Banyak usulan kepada 
pemerintah Malaysia mereview kebijakan. Salah satunya dari konsultan United Nations 
Population Fund (UNFPA) Malaysia yang menegaskan bahwa kebijakan harus 
direview karena mereka belum memaksimalkan potensi mereka secara maksimal. Di 
antara kritik dan argumen didasarkan pada fakta bahwa secara medis ada banyak resiko 
kesehatan reproduksi yang akan diderita para pengantin ‘anak-anak’. Bahkan, menurut 
UNFPA Malaysia programme adviser, Saira Shameem, ada beberapa kematian karena 
melahirkan pada usia yang belum waktunya.  
Persoalan pernikahan di usia dini ini menjadi semakin serius karena tidak saja atas 
dasar faktor “anak-anak” belum saatnya menikah, akan tetapi faktor dampak negatif 
pada perempuan yang menikah di bawah umur yang seringkali menimbulkan berbagai 
masalah, tidaklah kecil. Masalah-masalah tersebut utamanya berkaitan dengan 
kesehatan reproduksi, kematian dini, serta masalah kematangan sosial lainnya.  
Pencatatan Perkawinan 
Di Asia tenggara, Malaysia merupakan negara pertama yang melakukan 
pembaharuan hukum keluarga Islam dengan Mohammadan Marriage ordinance No.V 
tahun 1880 di negara-negara selat (Pinang, Melaka, singapore). Dan, undang-undang 
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inilah yang berisi hukum prosedural (pencatatan dan pendaftaran pernikahan dan 
perceraian). Untuk Negara-Negara Melayu bersekutu (Perak, selangor, negeri sembilan, 
dan Pahang) adalah registration of Muhammadan Marriages dan Divorces Enactment 
1885. Sedangkan untuk negara-negara Melayu tidak bersekutu atau negara-negara 
bernaung (kelantan, trengganu, Perlis, Kedah, Johor) adalah Divorce regulation tahun 
1907.  
Setelah itu, sama dengan Indonesia, aturan terkait pencatatan ini dimasukkan ke 
dalam hukum materiil di dalam berbagai akta undang-undang atau enakmen di berbagai 
Negara bagian di Malaysia termasuk di Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-
Wilayah Persekutuan) 1984 (AUKI WP 1984) atau enakmen lainnya.  
Beberapa fakta yuridis yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Malaysia terkait 
dengan aturan pencatatan pernikahan dan sanksi-sanki yang melingkupinya dapat dilihat 
sebagaimana pasal berikut: 
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004 
BAHAGIAN IV – PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHU-
BUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN 
PERKAHWINAN 
Seksyen 40. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akad nikah 
perkahwinan 
(1) Seseorang yang dengan diketahuinya mengakadnikahkan atau berbuat 
sesuatu yang berupa sebagai mengakadnikahkan atau menjalankan upacara 
sesuatu perkahwinan; (a) tanpa ada kebenaran berkahwin sebagaimana 
dikehendaki oleh seksyen 19; atau (b) di hadapan selain di hadapan sekurang-
kurangnya dua orang saksi yang boleh dipercayai disamping orang yang 
mengakadnikahkan perkahwinan itu, adalah melakukan suatu kesalahan dan 
hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak 
melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu. 
(2) Seseorang yang berkahwin atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai 
akadnikah atau yang menjalani sesuatu cara akadnikah dengan sesiapa jua 
berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian II adalah melakukan 
suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu 
ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan 
penjara itu. 
Aturan terkait sanksi dan penalti sebagaimana ditetapkan dalam perundangan di 
atas faktanya cukup banyak terjadi. pencatatan menjadi sesuatu yang penting bagi 
hukum Islam di Malaysia, karenanya beberapa kejadian juga mendapat perlakuan dan 
sanksi yang ketat. Salah satunya sebagaimana diliput dalam media massa sebagai 
berikut:30  
Sepasang suami isteri telah dikenai sanksi penalti berupa denda RM500 (500 
ringgit) atau sekitar Rp. 2.000.000 bagi setiap masing-masing karena telah 
melakukan pernikahan yang tidak dicatat. Putusan ini diberikan di mahkamah 
rendah Syariah, atau setara dengan PA tingkat kabupaten/kota di Indonesia. 
Mereka dijatuhi putusan berdasarkan Seksyen 38 Ordinan Undang- undang 




didenda-rm500/#ixzz2kU2GXjz9 (diakses pada tanggal 13 Nopember 2013) 
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1.000 (setara dengan 4 juta rupiah) atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya 
jika terbukti dan ditetapkan bersalah.Istri di sini bernama Tuyah, 20 tahun, 
dan suami disebut Man berusia 30 tahun berasaldari Kuching.Mereka terbukti 
bersalah karena menikah di luar negara tanpa kebenaran mahkamah atau 
pendaftar perkawinan Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS). Mereka telah 
menikah di Kalimatan Barat Indonesia pada 17 April 2007. Sang suami, Man 
dikenai dua tuduhan; menikah tidak dicatatkan dan kemudian juga 
berpoligami tanpa kebenaran daripada pihak mahkamah. Untuk aspek yang 
kedua, Man bisa dihukum denda maksimum RM 3.000 (setara dengan 12 juta 
rupiah) atau pidana yang tidak melebihi dua tahun penjara atau kedua-
duanya. Dalam kasus ini, Kedua suami isteri mengaku bersalah di hadapan 
Hakim Syarie Sua’ibon Shamsuddin Abu Bakar. 
Sementara itu, Man mendapat denda tambahan RM1,000 (setara dengan 4 
juta rupiah) untuk tuduhan keduanya iaitu berpoligami tanpa kebenaran 
bertulis daripada pihak mahkamah syariah. 
Berita diatas menjelaskan bahwa Malaysia teramat ketat dalam menerapkan aturan 
pencatatan pernikahan. Kalau ditelusuri dari data yang ada, tampak walaupun telah ada 
undang-undang yang jelas dengan ancaman sanksi pidana atau perdata atau keduanya, 
kasus-kasus nikah tanpa pendaftaran resmi atau istilah lainnya tanpa kebenaran masih 
cukup tinggi. Penerapan hukum syariah yang begitu ketat ini menjadi ironi tersendiri, 
mengingat kasus-kasus sejenis juga banyak terjadi di wilayah hukum pemerintahan 
Malaysia. Salah satu fakta penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 
tingginya angka pernikahan orang Malaysia di luar negeri dalam hal ini Thailand juga 
banyak diungkapkan di berbagai media. Salah satu bentuknya justru melalui sindikat 
bukan lembaga perwakilan resmi. Seharusnya, para pasangan melangsungkan 
pernikahan yang difasilitasi konsulat sehingga pernikahan dilakukan melalui proses 
yang sah mengikut garis panduan dari Jabatan Agama Islam Malaysia (Jakim) dan 
Majlis Agama Islam Wilayah setempat dan pada akhirnya mendapat pengesahan Pejabat 
Konsul Malaysia di Thailand.  
Isu penting selanjutnya adalah kedudukan pencatatan. Di Indonesia, perkawinan 
yang tidak dicatatkan atau dikenal dengan nikah siri dianggap tidak sah atau tidak 
diakui keabsahannya di depan Negara, meski secara agama sah. Sementara di Malaysia, 
Hukum keluarga di Malaysia tidak menjadikan pencatatan, istilah dalam enakmen 
mereka adalah pendaftaran, sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan di 
hadapan hukum Negara. HKI di Malaysia benar-benar menetapkan syariat sebagai 
penentu tunggal keabsahan sebuah pernikahan. Jadi, sah atau tidaknya sebuah 
perkawinan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun syarat sebuah perkawinan 
menurut fiqih munakahat dalam Islam. Bahkan, Undang-undang di Malaysia 
menegaskan bahwa tidak diperkenankan menganggap sebuah pernikahan tidak sah di 
hadapan hukum Negara hanya karena tidak didaftarkan. 
Seksyen 11. Perkahwinan tidak sah 
Suatu perkawinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang 
perlu, menurut hukum syarak, untuk menjadikannya sah. 
Seksyen 34. Kesan pendaftaran di sisi undang-undang 
Tiada apa-apa jua dalam Akta ini atau dalam kaedah-kaedah yang dibuat di 
bawah Akta ini boleh ditafsirkan sebagai menjadikan sah atau tidak sah 
mana-mana perkahwinan yang selainnya sah atau tidak sah semata-mata oleh 
sebab ia telah didaftarkan atau tidak didaftarkan. 
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Dari pasal di atas jelas bahwa keabsahan sebuah pernikahan di depan Negara 
ditentukan oleh keabsahan pernikahan tersebut secara syariat. Jika rukun dan syarat 
secara syariat atau menurut fiqih munakahat telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut 
juga sah secara hukum Negara. Memang, pernikahan tersebut tetap diwajibkan untuk 
dicatatkan, tapi kalaupun tidak dicatatkan dan nantinya ada sengketa perceraian maka 
masih bisa diterima bahkan meskipun pernikahan tersebut tidak didaftarkan. Yang 
menjadi penyebeb sebuah pernikahan tidak dicatat sebagai tidak sah adalah apabila 
dianggap tidak memenuhi syarat dan rukun dalam islam secara fiqhiyah. Dalam kasus-
kasus seperti ini, maka persoalan yang sama yang dihadapai pasangan nikah sirri di 
Indonesia juga akan diderita oleh mereka di Malaysia; mulai dari tidak jelasnya 
konekwensi legal dari sebuah perkawinan sampai pada urusan sengketa harta bersama 
dan bahkan juga status anak dan warisan. 
Poligami 
Berdasarkan peruntukan undang-undang keluarga Islam di Malaysia, perkahwinan 
poligami tidak boleh dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada 
mahkamah. Hal ini sama dengan Indonesia. Poligami diperbolehkan tapi diatur dengan 
regulasi yang cukup ketat. Berbagai persyaratan diberlakukan untuk menjamin bahwa 
poligami tidak disalahgunakan. Jika seseorang hendak melakukan poligami maka 
mereka harus mendapatkan izin dari mahkamah syariah tersebih dulu. Begitu juga di 
wilayah persekutuan. Cukup banyak syarat yang diberlakukan oleh undang-undang 
keluarga Islam di Malaysia terkait poligami. Ada beberapa amandemen yang 
diberlakukan. Berikut adalah aturan terbaru yang ada dalam AUKI WP 1984 terkait 
poligami. 
Seksyen 23. Poligami 
(1) Tiada seorang pun lelaki, semasa wujudnya sesuatu perkahwinan boleh, 
kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada 
Mahkamah, membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan 
lain. 
(1A) sesuatu perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran mahkamah 
di bawah subseksyen (1) tidak boleh didaftarkan di bawah akta ini melainkan 
jika mahkamah berpuas hati bahawa perkahwinan itu adalah sah mengikut 
hukum syarak dan mahkamah telah memerintahkan supaya perkahwinan itu 
didaftarkan tertakluk kepada seksyen 123 
Dalam hal poligami, perlu tidaknya seseorang menikah untuk kedua atau ketiga 
atau keemapat akan dikaitkan dengan keadaan istri, ada tidaknya keturunan dan 
beberapa hal lainnya. Hal ini hampir sama dengan di Indonesia. Yang menarik adalah 
bahwa, meski di Indonesia aspek kemampuan juga akan dinilai dari penghasilan, hal ini 
tidak disebutkan secara detail dan eksplisit dalam undang-undang. Di Malaysia, 
sebagaimana terjelaskan dari pasal-pasal perundangannya, aspek penghasilan suami, 
serta izin istri terdahulu juga merupakan pra-syarat yang akan dinilai oleh pihak 
mahkamah syariah. Perbedaan yang cukup signifikan adalah pada syarat ke empat; 
bahwa pernikahan poligami ini tidak akan menimbulkan dharar shar’iy bagi istri 
terdahulu maupun ke depan, sebagaimana tampak dalam kutipan Seksyen 23. Poligami, 
ayat (4) huruf (d). Perbedaan lainnya adalah unsur sanksi yang menyertai pengaturan 
poligami. Hal ini berlaku sejak dari proses awal yaitu aturan tentang izin dari 
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mahkamah. Pasangan yang melanggar peraturan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi 
denda atau penjara.  
Seksyen 123 Poligami tanpa kebenaran Mahkamah 
Jika seseorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa 
perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran 
secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka dia adalah melakukan 
suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu 
ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan 
penjara itu. 
Cerai  
Sebagaimana diketahui bahwa madzhab mayoritas di Malaysia adalah Syafi’i. 
Tidkaklah mengherankan jika kebanyakan aspek hukum di dalamnya memang kental 
dengan aturan Mazhab Syafii. Menurut mazhab Syafii, ada empat cara pernikahan itu 
terputus, yakni melalui talak - cerai taklik, fasakh, khulu’, dan mati. Semua undang-
undang perkawinan termasuk di Malaysia menaruh perhatian besar pada aspek ini. 
Dalam hal ini AUKI WP 1984 menjelaskan secara detil berbagai perkara terkait 
perceraian dan pasca perceraian.  
Aspek penting pertama terkait perceraian adalah bahwa perceraian di Malaysia, 
sama dengan perkawinan, harus dicatatkan atau didaftarkan. Akan tetapi, sama dengan 
kedudukan pencatatan dalam perkawinan, undang-undang di Malaysia juga 
menganggap sah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Tapi, mereka tetap 
diharuskan menurut hukum untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke depan 
pengadilan. Lebih dari itu, untk perkawinan yang tidak didaftarkan pun dapat 
disidangkan perceraiannya di mahkamah syariah selama perkawinan tersebut sah secara 
agama. Kekuasaan atau peran mahkamah sebenarnya cukup besar karena undang-
undang melarang bubarnya perkawinan tanpa diputuskan oleh mahkamah. Berikut 
adalah pasal-pasal dalam AUKI WP 1984 tentang perceraian. 
Seksyen 45. Takat kuasa untuk membuat apa-apa perintah 
Kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dengan nyata, tiada apa-
apa jua dalam Akta ini memberi kuasa Mahkamah membuat sesuatu 
perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan 
seseorang suami melafazkan talaq kecuali; (a) jika perkahwinan itu telah 
didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini; atau 
(b) jika perkahwinan itu telah dilangsungkan mengikut Hukum Syarak; 
dan (c) jika pemastautinan salah satu pihak kepada perkahwinan pada 
masa permohonan itu diserahkan adalah dalam Wilayah Persekutuan. 
Dari pasal di atas jelas bahwa, berbeda dengan Indonesia, perkawinan meski tidak 
dicatatkan asal sah secara Islam bisa diuruskan perceraiannya ke mahkamah syariah. 
Jadi, meski perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami dan tidak dicatatkan, asal 
terbukti sah secara agama maka pereraiannya dapat diuruskan. Prosedur perceraian 
menurut perundangan perkawinan Islam Malaysia cukup detil dan menyeluruh.  
Perceraian berimplikasi pada hak-hak pasca cerai (gono-gini). Aspek-aspek pasca 
cerai ini meliputi mut’ah, iddah, dan hak pengasuhan anak. Ketentuan mengenai hak 
pasca cerai di Malaysia sebagaimana diatur dalam AUKI WP 1984 sebagai berikut: 
Seksyen 56: Mut’ah atau pemberian sagu hati kepada perempuan yang 
diceraikan tanpa sebab yang patut 
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Sebagai tambahan kepada haknya untuk memohon nafkah, seseorang 
perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya 
boleh memohon mut’ah atau pemberian sagu hati kepada Mahkamah, dan 
Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas 
hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, 
memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut 
mengikut Hukum Syarak. 
Ketentuan mengenai hak pasca cerai oleh seorang suami kepada istri mengikat 
suami untuk tetap memberikan sejumlah uang. Mahkamah memberikan putusan tetap 
untuk memerintahkan kepada seorang suami memberikan hak istrinya. Pada pasal 
selanjutnya diatur bahwa hak dasar perempuan yang diperoleh sewaktu berakad nikah 
semacam maskawin, hadiah perkawinan atau harta asal yang ia peroleh dari orang 
tuanya, untuk tidak diganggu gugat oleh seorang suami jika pernikahan mereka 
mengalami perceraian. Jika ditinjau dari perspektif fiqih, maka jelas sekali kesan 
pengaruh fiqih di sini sebenarnya cukup kuat. Bagaimana pemberian yang sudah 
diberikan pada istri tidak boleh diambil kembali dan juga berbagai hak istri pasca 
perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah pada kasus tertentu, dan juga lainnya.  
Seksyen 57: Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh 
Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini boleh menyentuh apa-
apa hak yang mungkin ada pada seseorang perempuan yang berkahwin di 
bawah Hukum Syarak terhadap mas kahwinnya dan pemberian 
kepadanya atau apa-apa bahagian daripadanya apabila perkahwinannya 
dibubarkan. 
Dari paparan di atas, ada hal hal menarik yang cukup berbeda dari Indonesia. 
Dalam awal pasal ditegaskan bahwa Mahkamah mempunyai wewenang untuk 
memerintahkan pemberian nafkah dari seorang laki-laki pada istri atau mantan istrinya. 
Sementara itu di Indonesia, undang-undang langsung menegaskan pembagian peran; 
laki-laki atau suami sebagai pencari nafkah sementara istri berperan sebagai ibu rumah 
tangga. Dalam hal ini, kewajiban ibu rumah tangga atau istri di Indonesia juga 
ditegaskan secara eksplisit dalam KHI.  
Akan tetapi, di Malaysia, sejauh pengamatan dan telaah penulis, tidak ditemukan 
penegasan secara eksplisit kewajiban seorang istri. Hanya saja, di dalam HKI malaysia 
justru ditemukan penegasan secara eksplisit bahwa nusyuz akan mengakibatkan 
gugurnya hak nafkah istri. Lebih lanjut, Perbedaan menarik lainnya adalah fakta hukum 
bahwa perundangan keluarga Islam di Malaysia meberikan definisi dan deskripsi atas 
tindakan yang bisa dijatuhi putusan sebagai nusyuz di hadapan hukum. Di antaranya 
adalah misalnya tidak mau pindah ke kediaman suami atau menjauhkan diri dari suami 
tanpa alasan yang bisa dibenarkan syara’.  
Hal ini berbeda dengan indonesia, Nusyuz dijelaskan sebagai faktor yang juga 
menggugurkan hak nafkah istri tapi tanpa disertai penjelasan rinci ketegori tindakan 
seperti apa saja yang disebut nusyuz. Akibatnya, ruang bagi interpretasi atau pemaknaan 
atas nusyuz menjadi terlalu luas dan longgar. Padahal, nusyuz tidak hanya berhenti pada 
titik penetapan, istri nusyuz atau tidak, saja. Penetapan ini berbuntut panjang dan sangat 
erat kaitannya dengan gugur atau tidaknya hak dan kewajiban antar suami istri (atau 
juga mantan suami dan istri) dan, sekali lagi, isu harta dan nafkah—baik ketika 
maupun—setelah pernikahan adalah persoalan mendasar; hak dasar manusia.  
Dari pasal-pasal dalam AKI WP 1984, dapat dilihat bahwa hukum keluarga Islam 
di Malaysia cukup tegas dan mendetil dalam mengatur hak nafkah pasca cerai. Bahkan, 
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aspek tempat tinggal juga dibahas secara tegas dan detil. Hal ini tidak ada dalam hukum 
keluarga Islam di Indonesia. Ditegaskan di atas bahwa mantan istri berhak menempati 
tempat tinggal yang ditempati selama ini dengan keluarganya atau suaminya dalam 
beberapa kondisi; semasa iddah masih berlaku, sepanjang pengasuhan dan peeliharaan 
anak dan atau dengan perkecualian tidak melakukan nusyuz atau fahisyah (kejahatan 
atau perbuatan tidak benar menurut syara’).  
Penulis melihat hal ini merupakan salah satu kelebihan besar dari perundangan 
keluarga Islam di Malaysia. Paling tidak jika dibandingkan dengan Indonesia. 
Kelebihan ini sebenarnya selaras dengan fiqih, dan lebih lanjut, juga selaras dengan 
perlindungan perempuan dan anak anak. Hal ini memang jika ditinjau menggunakan 
analissi gender maka termasuk pendekatan protectionist atau juga memenuhi practical 
gender needs. Hal ini akan dibahas lebih khusus di bab analisa gender. 
Selain hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan (suami istri atau mantan 
istri dan mantan suami) hukum keluarga tidak bisa dilepaskan dari pihak lain yaitu 
anak-anak. Dalam hal ini, perundangan keluarga Islam di malaysia secara umum hampir 
sama dengan hukum keluarga di Indonesia.  
Perundangan di Malaysia secara tegas dan eksplisit menegaskan kewajiban 
seorang ayah memberi nafkah pada anak-anak. Lebih jauh perundangan dalam hal 
dicakup dalam pasal 72, pasal 73 dan pasal 74 menjelaskan secara detil cakupan 
kewajiban nafkah pada anak. Hal ini meliputi nafkah pangan, papan, pendidikan, 
pengobatan dan seterusnya. Sebagai antispasi, perudangan juga mengatur kewajiban 
nafkah anak dalam keadaan ketika seoarng ayah tidak ada. Dalam hal ini, memang tidak 
sebutkan secara detil pihak-pihaknya hanya disebutkan bahwa mereka yang 
berkewajiban secara syariat maka dikenai kewajiban secara hukum positif juga untuk 
menanggung nafkah anak-anak tersebut.  
Fakta Gender dalam Hukum Keluarga Islam di Malaysia 
Fakta menunjukkan bahwa ada beberapa kasus menarik dalam hukum keluarga 
Islam di Malaysia yang telah mencoba mengintegrasikan unsur perlindungan 
perempuan. Integrasi perlindungan perempuan ini dilakukan dengan banyak cara. Salah 
satu cara yang mungkin dipuji banyak pihak termasuk oleh penulis dan sangat berbeda 
dari Indonesia adalah adanya sanksi bagi beberapa perbuatan yang berpotensi 
merugikan perempuan. Salah satu kasus menarik itu adalah pembatalan janji 
pertunangan yang dibahas cukup banyak di media dan beberapa artikel jurnal. Dalam 
hal ini, jurnal hukum mencoba menekankan fakta bahwa hak hak perempuan telah 
dilindungi dalam undang-undang pentadbiran menjelaskan bahwa  
“Undang-undang Pentadbiran Islam negeri-negeri di Malaysia telah 
memperuntukkan dengan jelas hak-hak wanita di dalam kes ini. Sebagai 
contoh merujuk kepada Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 
Selangor 2003, Seksyen 1524 memperuntukkan bahawa jika seseorang 
telah mengikat secara lisan atau bertulis sama ada secara bersendirian 
atau melalui seorang perantaraan dan kemudiannya enggan berkahwin 
dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan 
memulangkan pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan 
membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh 
atau pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan 
itu dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam mahkamah. 
Seksyen 15 ini memperuntukkan bahawa wanita berhak untuk menuntut 
segala pemberiannya semasa pertunangan sekiranya kemungkiran janji 
20 
untuk berkahwin dilakukan oleh pihak lelaki dan wanita juga boleh 
menuntut apa-apa gantirugi akibat kemungkiran janji untuk berkahwin itu 
melalui tindakan di Mahkamah.” 31 
Kasus pembatalan perkawinan mungkin cukup banyak terjadi. Tapi, kerugian 
yang diderita mungkin tidaklah sebesar kerugian dan dampak negatif yang potensial 
diderita perempuan dan anak anak dalam isu lain termasuk poligami. Dalam isu ini 
penulis juga menemukan banyak data dan fakta bahwa sanksi juga banyak diterapkan 
bagi pelanggaran dalam berbagai kasus. 
Pertama, Penetapan usia minimal menikah dan wacana kenaikan usia minimal 
menikah menunjukkan dinamika hukum di Malaysia lebih responsif gender. Memang 
perbedaan antara usia laki dan perempuan seringkali dikritik sebagai salah satu bias 
gender. Tidak bisa dipungkiri isu ini terkait dengan aspek peran dan kewajiban dalam 
rumah tangga. Bahwa suami wajib menafkahi istri dan anak-anak menjadi alasan 
perbedaan tersebut. Jika usia naik menjadi 18 bagi keduanya efektif, tentu menjadi 
kemajuan bagi HKI di Malaysia. Kenaikan membuka peluang bagi laki laki untuk 
memaksimalkan potensi tumbuh kembang menjadi dewasa dan menyelesaikan 
pendidikan menengah. Sayangnya, diskresi hakim yang terlalu luas tetap menjadi pisau 
bermata dua.  
Namun, konsep dispensasi usia minimal menikah yang dikenal di Indonesia, 
dikenal pula di Malaysia sebagai discretion of judge (secara literal berarti kewenangan 
hakim). Bagi Roselina, selama ini, sebelum upaya amandemen pun, pernikahan remaja 
sebelum usia yang ada di undang-undang bisa dilaksanakan secara resmi dengan 
diskresi yang diberikan oleh hakim. Hal penting yang perlu dicatat adalah fakta bahwa 
usia minimal menikah di undang-undang keluarga islam di Malaysia cukup beragam. 
Ada negara bagian yang menetapkan usia 15 sebagai usia minimal menikah. Bahkan, 
ada pula negara bagian yang tidak menetapkan usia minimal menikah. Hal inilah yang 
peneliti tangkap menjadi sumber keprihatinan bagi SiS. Kenyataan ini, menurut SIS, 
juga diperparah dengan fakta adanya wewenang hakim yang seringkali digunakan 
dengan sangat bebas dan akhirnya melahirkan kenyataan tingginya pernikahan usia 
dini.32 
Khusus dalam aspek usia minimal menikah, Roselina menegaskan bahwa peran 
NGO sangat besar dan pengaruhnya cukup kuat dalam mendorong pada arah perubahan 
yang sudah mendekati proses finalisasi. Usia minimal menikah yang sebelumnya 16 
untuk perempuan dan 18 untuk laki-laki dalam federal territory act (dalam negara 
bagian lain usia minimal menikah bisa jadi berbeda) dinaikkan menjadi 18 bagi kedua 
belah pihak.33 Kenaikan ini, meski masih belum final, adalah juga dengan 
mempertimbangkan banyak aspek termasuk aspek Medis.  
Berbeda dengan diatas, wawancara dengan Prof Najibah Mohd Zin34 dalam 
beberapa hal, memberikan pandangan yang berbeda mengenai Hukum Keluarga Islam 
di Malayisa. Najibah cenderung lebih konvensional dalam beberapa sikapnya. Dalam 
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hal usia minimal menikah misalnya, Najibah tidak setuju upaya menaikkan usia dari 16 
untuk perempuan ke usia 18. Dia menyatakan bahwa dia tidak mendukung pernikahan 
usia dini, tapi dia merasa bahwa orang-orang di zaman ini lupa bahwa persoalan usia 
minimal menikah dalam islam bukanlah tentang angka tapi mengenai maturity 
(kedewasaan). Dia merasa bahwa orang-orang cenderung berkutat di usia dan 
menyerang Islam sebagai agama yang seolah mempromosikan pernikahan anak-anak 
(child marriage). Padahal, dalam Islam bukan perkara usia 14 atau 16 tahun, tapi 
mencoba meletakkan sesuatu pada tempatnya, yakni kualitas kesiapan seseorang 
menikah. 
“We belive that what we have right now is ok there is no need to change, 
we also have to give discretion to the judges. The issue is very complex.  
In Islam is not the issue of the number, weather you are 18 or 16 it is 
about the readiness maturity we should check athencity of the reference 
but I think in syarah muslim nawawi its sais that when aisyah married the 
prophet she alredy had a chiefed the word shababan I look into the book 
by ulama salaf that explains the classification of the ages; 7-14 baligh.”	 
Intinya Najibah cenderung mencoba menguakkan berbagai kadilan dan kebenaran 
dari Islam dalam mengatur berbagai aspek dalam keluarga dan perkawinan. Isu tentang 
usia minimal menikah misalnya, sebagaimana tergambarakan dari berbagai 
penjelasannya di atas, Najibah menjabarkan berbagai kebijaksanaan dalam Islam 
tentang usia menikah dan konsep kematangan. Dia juga mencoba menekankan bahwa 
realitanya akan justru berbahaya dan membawa mudharat yang lebih besar, jika 
dipaksakan usia minimal menikah yang terlalu tinggi atau jika hakim dipangkas 
kewenangannya. 
Kedua, Ada beberapa cara menganalisa HKI Malaysia dari perspektif gender. 
Kalau di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki dua fungsi; fungsi tertib 
administrasi dan juga perlindungan perempuan. Hal ini mengingat bahwa tanpa adanya 
pencatatan yang tertib dalam hal perkawinan dan perceraian, maka akan terjadi ruang 
resiko penelantaran kewajiban dan ha kantar pihak yang terlibat. Sementara di Malaysia 
justru sangat berbeda. Meski pencatatan diwajibkan, tapi tetap saja Negara mengakui 
keabsahan pernikahan dan perceraian yang bisa dilakukan di luar mahkamah. Dalam hal 
ini, penulis melihat bahwa strategi yang digunakan oleh HKI Malaysia ternyata justru 
menarik karena lebih meminimalisir persoalan persoalan terkait sengketa keluarga. Jadi, 
dari perspektif gender, HKI Malaysia sebenarnya lebih responsive gender karena lebih 
melindungi perempuan dan anak anak. Kasus kasus seperti Machica Mochtar di 
Indonesia, tidak akan terjadi di Malaysia karena poligami yang tidak dicatatkan pun bisa 
diurus sengketa perceraiannya di mahkamah Syariah.  
Satu-satunya perkawinan atau juga perceraian yang tidak diakui oleh Negara 
hanya ketika tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut fiqih Islam. Lebih 
menarik lagi karena sebenarnya maksud HKI Malaysia tidak menggantungkan 
keabsahan perkawinan dan perceraian atas pendaftaran atau tidak, namun  lebih 
ditujukan untuk tidak menyalahi aturan fiqih dan hukum keluarga.  
Ketiga, Poligami jelas merupakan salah satu aspek dalam hukum keluarga Islam 
yang paling sering diperdebatkan dalam katainnya dengan gender. Sulit disatu sisi dan 
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sekaligus mudah disisi yang lain, untuk dianalisa dari prespektif gender dan Islam. 
Poligami memiliki sejarah yang cukup panjang.36  
Di Malaysia sendiri, isu terkait poligami jelas merupakan salah satu dilemma 
besar yang akan menarik orang pada dua kubu yang saling bertentangan. Hukum 
Keluarga Islam (Wilayah Federal) (AUKI WP) 1984 mengharuskan seseorang untuk 
mengajukan aplikasi atau pengajuan permohonan untuk pernikahan poligami dan harus 
memenuhi setidaknya lima kondis/syarat; poligami itu adil dan perlu, memiliki sarana 
keuangan untuk mendukung tanggungan yang ada dan masa depannya; dengan 
persetujuan dari istri yang ada; kemampuan untuk memberikan perlakuan yang sama 
dengan istri-istrinya seperti yang dipersyaratkan oleh hukum syara. Undang-undang 
tahun 1984 ini menetapkan perlunya konsultasi dengan istri yang ada. Ketentuan AUKI 
WP 1984 diikuti di sebagian besar negara bagian di Malaysia, dengan pengecualian 
Kelantan, Terengganu dan Perak.37  
Dalam faktanya, beberapa penelitian berargumen, ada beberapa fakta menarik 
yang menunjukkan bahwa mahkamah syariah menolak permintaan poligami. Maznah 
berargumen bahwa hal itu bukti dari progresifitas hukum keluarga di Malaysia.  
Meskipun pemohon telah menyatakan bahwa ia mampu untuk 
menyediakan kebutuhan materi dan seksual bagi dua istri dan takut 
melakukan dosa jika tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon 
istri kedua, tetap alasan itu bukan justifikasi yang kuat untuk menikah 
lebih dari satu. Dalam hal ini pengadilan berkeyakinan bahwa 
kekurangan bahan pokok berarti seperti makanan, air, perumahan, 
kesehatan dan kenyamanan adalah sumber utama dari kehancuran 
pernikahan. Seorang istri tidak akan mati jika dia tidak mendapatkan 
kebutuhan seksual tapi dia dan anak-anak akan menderita jika mereka 
tidak tercukup secara material. 38 
Lebih lanjut, Ada juga banyak kasus lain yang menunjukkan bahwa hukum 
keluarga Islam di Malaysia baik dalam tataran normatif maupun dalam implementasinya 
oleh para hakim sudah menunjukkan atau merepresentasikan apa yang Maznah sebut 
sebagai ‘female progressivism’, karena cukup banyak aplikasi untuk poligami yang 
sebenarnya cukup ‘high profile’ atau meyakinkan yang ternyata ditolak oleh pengadilan 
agama (mahkamah syariah).  
Keempat, Perceraian sebenarnya tidak terlalu problematik jika tidak dikaitkan 
dengna nasib dan hak kewajiban antara pihak pihak yang terlibat. Fiqih mengakui 
bahwa perempuan merupakan pihak yang harus dilindungi dan karenanya diberikan 
skema nfkah iddah dan mut’ah. Dalam analisa gender, ini jelas menggunakan 
pendekatan protectionisme. Sampai saat ini, pendekatan ini memang lebih bijak dan 
tepat karena secara kultural dan social, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan 
masih mengharuskan hal ini terjadi. Meskipun kenyataanya sudah banyak perempuan 
yang juga bekerja. Selain itu, fenomena tersebut tidak secara sistemik turut merubah 
pembagian peran dan tanggung jawab di ranah domestik. Oleh karena itu, melihat 
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secara komprehensif persoalan relasi gender adalah cara terbaik menghindarkan 
eksplotiasi perempuan. 
Banyak kritik bahwa persoalan cerai di malaysia justru disebabkan oleh 
perubahan dalam HKI. Cerai dan pasca cerai dalam perspektif gender merupakan area 
krusial karena terjadi putusnya perkawinan berarti putus pula ikatan dan kepentingan 
bersama. Selain itu, kebanyakan perceraian pada akhirnya akan melibatkan sengketa, 
baik itu terkait harta ataupun hak asuh anak. 
Beberapa aspek materiil dari hukum itu sendiri, seringkali juga menjadi persoalan. 
Wewenang hakim yang cukup besar kadangkala bagaikan pisau bermata dua. Hal ini 
karena, Malaysia yang menganut system anglo saxon, memberikan raung yang cukup 
besar bagi hakim. Pengaruh hakim untuk dapat mengarahkan hukum apakah menjadi 
lebih melindungi perempuan atau sebaliknya. 
Sisters in Islam (SIS) dan Perjuangan Kesetaraan Gender  
Dalam proses perubahan dan perbaikan hukum keluarga Islam di Malaysia, Sisters 
in Islam (SIS) merupakan kelompok perempuan yang tak bias dihindarkan dalam hal 
ini. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan mereka dalam kesetaraan dan perlindungan 
terhadap perempuan telah banyak mewarnai berbagai pembaharuan hukum keluarga 
Islam di Malaysia. 
SIS berawal dari sebuah kelompok studi di antara sejumlah sahabat perempuan 
yang terpelajar. Mereka bertemu dari rumah ke rumah selama bertahun-tahun sejak 
tahun 1987 dan secara resmi menjadi sebuah organisasi di tahun 1993. Tujuan 
organisasi ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan akhirnya menjadi 
sebuah lembaga yang memilki fungsi advokasi. Secara resmi SIS menggambarkan 
dirinya sebagai sebuah kelompok perempuan Muslim yang professional—yang 
berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kerangka keislaman. 
Mereka pertama kali mendirikan Kelompok Aksi Perempuan Muslim dengan aktifitas di 
bidang Islam dan kekerasan dalam rumah tangga untuk membendung gelombang 
menjalarnya syariah ke ruang publik.  
Cara yang mereka lakukan adalah dengan melawan argument-argumen keagaman 
yang tidak mereka setujui dengan kembali merujuk pada konsep dan prinsip keagamaan. 
Dari isu KDRT, mereka kemudian memperluas aktifitas advokasi pada bidang-bidang 
yang menjadi isu besar seputar hukum Islam, seperti poligami, memukul istri, hijab, 
Negara Islam, pidana Islam dan peran syariah dalam system hukum.  
SIS memanfaatkan media massa sebagai bagian yang sangat penting dalam upaya 
advokasi mereka. Publikasi mereka di media terkemuka seperti the Star dan New Strait 
Times. Mereka juga menerbitkan buku-buku yang membahas isu-isu seperti poligami, 
hukum Islam di Malaysia dan hukum pidana Islam di Malaysia (hudud).  
Sebagai salah satu LSM yang pertama kali berdiri untuk memperjuangkan 
diskursus keagamaan umat Islam di Malaysia, keberadaanya memantik munculnya 
sejumlah LSM lain yang berusaha meminggirkan SIS dari perannya menjadi juru bicara 
perempuan Muslim di Malaysia. SIS bisa disebut sebagai kelompok elit yang 
berorientasi merubah kebijakan. Keanggotaannya juga terbatas dan tidak menerima 
anggota baru jika tidak dirasa perlu. Jumlah anggotanya tidak lebih dari 30 orang. SIS 
juga menjadi sasaran kritik karena menerina dana asing.  
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Selain itu, SIS juga mulai mengadakan pengumpulan dana di Malaysia. SIS 
banyak berkiprah di pemerintahan federal dan wilayah persekutuan. Kiprah 
internasionalnya juga relatif dikenal, bahkan lebih dikenal secara internasional daripada 
dikenal di Negara-negara bagian selain Wilayah Persekutuan. Oleh karena itu, SIS 
mulai mengadakan pelatihan, seminar dan kolom di media untuk menjangkau audien 
Malaysia di luar wilayah persekutuan yang selama ini menjadi audiennya. 
Dalam melancarkan kegiatan advokasinya, SIS berkoalisi dengan 6 LSM sejenis 
dalam sebuah wadah yang dinamakan Joint Action Group on Gender Equality 
(JAGGE). 6 LSM tersebut antara lain Women’s Aid Organization, All Women’s Action 
Society (AWAM), the Malaysian Trade Union Congress Women’s Committee 
(MTUC), Women’s Development Collective dan Women Centre for Change (WCC). 
JAG sendiri didirikan tahun 1985 dan berupaya untuk memperjuangkan hak-hak 
perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia.  
Salah satu advokasi yang dilakukan adalah kampanye melawan RUU amandemen 
Undang-Undang Perkawinan Wilayah Persekutuan di tahun 2005. Aksi mereka ini 
diliput besar-besaran dalam media massa berbahasa Inggris di Malaysia. Belum ada aksi 
yang dilibut dengan skala besar seperti itu sebelumnya. Meskipun pada akhirnya gagal 
membendung upaya pengundangan amandemen di atas, SIS dan JAGGE etelah berhasil 
membuat pemerintah dan pendukung RUU tersebut kelabakan. Berikut ini sekilas upaya 
advokasi tersebut. 
Bersama dengan LSM yang lain dalam koalisi JAG, pada tahun 2002 SIS 
menyampaikan keberatan setebal 42 halaman atas amendemen Undang-Undang 
perkawinan yang berlaku ke kementrian terkait untuk kemudian disampaikan ke 
penyusun rancangan amandemen tersebut, yaitu JAKIM (Jawatan Kemajuan Agama 
Islam Malaysia). Upaya ini nampaknya tidak membuahkan hasil karea terbukti di tahun 
2005 rancangan yang sama, tanpa perubahan sesuai usulan SIS dan koalisi LSM nya 
tidak diakomodasi, telah disetujui oleh kementrian, JAKIM, Kejaksaan Agung dan 
Departemen Kehakiman Malaysia. Rancangan ini kemudian disampaikan di hadapan 
parlemen Wilayah Pesekutuan di akhir 2005 tanpa melalui perdebatan public dan 
publikasi di media massa, dan tanpa sepengetahuan SIS dan koalisi JAGGE yang 
berusaha mengawal amandemen terhadap rancangan tersebut.  
Dalam waktu yang tersisa sebelum rancangan tersebut disahkan oleh senat untuk 
menjadi disahkan dalam lembaran Negara sehingga memiliki kekuatan hukum, SIS dan 
JAG melakukan kampanye besar-besaran untuk menggagalkan proses pengesahan 
tersebut. Mereka menyatakan bahwa proses legislasi yang sedang berlangsung tidak 
melalui proses perdebatan public yang merupakan aspek penting karena akan 
memperoleh review kritis. Apalagi, ternyata anggota legislative hanya diberi waktu 
yang sangat singkat untuk membaca rancangan tersebut sehingga tidak cukup waktu 
untuk mengkaji rancangan tersebut secara mendalam. Akhirnya, senat menghentikan 
proses proses pengesahan rancangan ini. Akan tetapi di Negara-negera bagian lain 
proses legislasi rancangan undang-undang yang senafas dengan rancangan undang-
Undang Wilayah Persekutuan terus berlanjut meskipun rancangan undang-undang 
perkawinan di Wilayah Persekutuan belum dibahas kembali.  
Oleh karena aksi-aksinya tersebut, SIS pernah dituntut untuk merubah namanya 
oleh kelompok formalis Islam. Kumpulan Remaja Masjid Malaysia, pihak yang 
menuntut SIS ini, bersikeras bahwa SIS telah melakukan banyak hal-hal yang tidak 
 
40
 Ibid., h. 23-25 
25 
mendukung tegaknya agama Islam di Malaysia. Oleh karena itu, mereka meminta SIS 
untuk menghapus ‘Islam’ dari nama mereka. Aktifitas SIS adalah pressure group yang 
bergerak di bidang hak-hak perempuan. SIS bukanlah organisasi keislman sehingga 
tidak layak mencantumkan nama ‘Islam’ dalam nama organisasinya. Apalagi, nama 
yang dipakai SIS dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan nama yang 
didaftarkan ke otoritas terkait.  
Hakim memutus bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan karena penuntut 
tidak memiliki kedudukan hukum untuk menuntut SIS. Menaggapi hasil ini, Juru bicara 
Remaja Masjid ini mendorong agar pihak berwenang dalam pemerintahan melakukan 
tuntutan hukum terhadap SIS karena telah mengakibatkan kebingungan terkait 
permasalahan-permasalahan agama berdasarkan penafsiran mereka yang tidak orthodok. 
Tuntutan ini dipicu oleh pernyataan keras SIS yang memrotes hukuman cambuk pada 3 
perempuan muslim beberapa bulan sebelumnya. Hukuman cambuk ini untuk pertama 
kalinya terjadi di Malaysia sebagai hasil dari pelaksanaan hukum pidana Islam yang 
konservatif. SIS menyatakan hukuman tersebut telah menurunkan derajat dan perlakuan 
yang tidak adil. Bagi SIS, hukuman ini menjadi bukti semakin meluasnya diskriminasi 
terhadap perempuan Muslim di Malaysia.  
Kontestasi Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam di Malaysia 
Aktor utama yang mewarnai perkembangan pemikiran Islam dan mengarahkan 
opini publik dalam pemikiran dan pelaksaan ajaran Islam di Malaysia adalah 
pemerintah federal. Semenjak era 1970an, dan seterusnya meningkatnya popularitas 
PAS sebagai partai Islam oposisi dan memposisikan sebagai pembela Islam melawan 
UMNO yang dicitrakan tidak islami membuat partai pemerintah tersebut mulai 
menafsirkan Islam secara massif untuk menciptakan sebuah Islam yang modern dan 
moderat yang sesuai dengan tujuan pembangunan yang dibawa UMNO. Upaya ini 
semakin gencar di era Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad.  
Di awal tahun 1980an, pemerintah Malaysia mulai program islamisasi yang 
didesain untuk meningkatkan komitmen UMNO dan Barisan Nasional. Di antara 
programnya adalah pendirian bank Islam, universitas Islam (Islamic International 
University of Malaysia), asuransi Islam, dan mendirikan think-thank yang dinamakan 
Institut Kepahaman Islam Malaysia (IKIM) untuk menyebarkan pemahaman Islam yang 
diinginkan oleh pemerintah. Bersamaan dengan upaya-upaya ini, pemimpin-pemimpin 
muda juga direkrut ke dalam pemerintahan, termasuk di antaranya adalah Anwar 
Ibrahim yang pada saat itu adalah ketua Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).  
Pemerintah juga mendukung penerbitan buku-buku Islam dan mendanai kegiatan-
kegiatan dan seminar-seminar tentang Islam. Program keagamaan Di televisi juga 
diperbanyak. Di semua kantor pemerintahan dilengkapi dengan bagian keagamaan dan 
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setiap gedung pemerintah disediakan tempat sholat yang juga berfungsi sebagai tempat 
pelaksanaan ceramah dan kursus agama Islam.  
Pada awalnya, pemerintah berusaha mempromosikan sebuah pemahaman Islam 
yang tidak hanya fokus kepada kehidupan akhirat tetapi juga di dunia ini dengan 
penekanan terhadap kerja keras, kesederhanaan dan kesetiaan. Yang diinginkan 
pemerintah Malaysia adalah segala aspek Islam kecuali menjadikan Malaysia sebagai 
Negara Islam.  
Sebaliknya, mereka berusaha mengarahkan energy umat Islam Malaysia dari 
dogmatisme dan conservatisme menuju kemodernan dan kemajuan. Malaysia 
mengandaikan zaman keemasan Islam di masa silam sebagai cita-cita untuk diraih. Cara 
yang dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut adalah melalui pembangunan 
ekonomi. Di saat yang sama, pemerintah juga berupaya untuk mengontrol atas 
penafsiran dan pelaksanaan ajaran Islam, termasuk di dalamnya melalui legislasi hukum 
Islam. Sejalan dengan upaya legislasi ini, pemerintah federal Malaysia melalui lembaga-
lembaga terkait mulai mengkaji pengundangan Islam secara serius. Di antara lembaga-
lembaga yang terlibat antara lain Jawatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 
Kejaksaan Agung, dan para akademisi khususnya dari International Islamic University 
Malaysia (IIUM).  
Menyusul pengangkatan Dr. Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri, para 
ulama juga direkrut untuk menjadi pegawai pemerintah sehingga kebijakan-kebijakan 
pemerintah dapat didukung sebagai kebijakan yang islami. Sampai dengan tahun 1982, 
pemerintah federal telah merekrut lebih dari 100 ulama untuk menduduki jabatan di 
departemen pengembangan Islam di kantor Perdanan Menteri dan lebih dari 700 ulama 
dan sarjana Islam ditempatkan di Kementrian Pendidikan. Rekrutmen tersebut adalah 
upaya strategis oleh Negara untuk dua tujuan.  
Tujuan pertama adalah untuk memperkuat legitimasi program-program Islam 
yang dilancarkan pemerintah menghadapi opini-opini yang berlawanan di bidang 
keagamaan yang biasanya dilancarkan oleh para ulama dan intelektual Islam dalam 
PAS, Darul Arqam dan ABIM. Pemerintah berasumsi dapat mengatur dan 
mengendalikan suara ulama yang bekerja dalam pemerintahan. ulama tidak akan Selain 
itu, memiliki ulama dalam jajaran pemerintah dapat memecah suara ulama yang berada 
di luar lingkaran pemerintah.	  
Merekalah elemen yang memberi legitimasi untuk program-program keislaman 
pemerintah dan memberi validasi terhadap diskursus keislaman yang beredar. Pada 
akhirnya, Kemampuan ulama untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh menjadikan 
pemerintah federal atau Negara-negara bagian harus selalu melibatkan ulama dalam 
program islamisasi di Malaysia. Pelibatan ulama ini pada awalnya sudah sejalan dengan 
tujuan pemerintah untuk menjadi sebagai tukang stempel program pemerintah. Akan 
tetapi, setelah era 1990 berakhir, ulama berubah menjadi actor yang kadang sulit didikte 
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dalam masalah-malasah keislaman. Bahkan, seringkali mereka berseberangan dengan 
pemerintah sehingga membuat pemerintah kewalahan dalam mengelola mereka.
 
Kewalahan ini disebabkan karena seringkali pemahaman konservatif para ulama 
yang tidak sejalan dengan program pemerintah yang lebih progresif dalam penetapan 
dan penegakan hukum. Banyak kalangan liberal menggambarkan situasi di Malaysia 
sebagai fundamentalisme Islam yang memperoleh inspirasi dari gerakan-gerakan sejenis 
di Arab. Para aktifis ABIM misalnya, memiliki kesamaan yang erat dengan gerakan 
Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Pasca direkrutnya Anwar Ibrahim yang kala itu adalah 
ketua ABIM di awal tahun 18980an, pemahaman keagamaan seperti ini mulai masuk ke 
dalam birokrasi pemerintahan. Dalam prakteknya di Malaysia, fundamentalisme ini 
berupaya menwujudkan masyarakat Islam dengan menerapkan berbagai peraturan 
moralitas Islam secara public. Mereka mengatur perilaku kehidupan social dengan 
penerapan nilai-nilai Islam yang asli. Bagi kalangan aktifis perempuan, target islamisasi 
ini adalah dan utamanya adalah perempuan, khususnya hak-hak, status, dan pakaian 
perempuan.  
Di akhir dekade 1990an, kritik yang terus-menerus dari Perdana Mentri Dr. 
Mahathir Mohamad terhadap ulama dan seruan Dr. Mahathir untuk melanjutkan 
reformasi Islam di luar koridor konservatisme isam telah membuat para ulama gerah, 
termasuk ulama yang berada dalam pemerintahan. Hal ini berujung pada keinginan 
mereka untuk berhadap-hadapan dengan pemerintah secara terbuka dan menonjolkan 
otoritas mereka beropini dalam isu-isu keagamaan tanpa perlu meminta restu 
pemerintah.  
Pengaruh ulama pemerintah dalam politik telah meluas, dan pada akhirnya 
membuat citra UMNO menjadi sebuah partai yang konservatif di bidang keislaman. 
Walaupun dalam UMNO sendiri terdapat kelompok yang konservatif, moderat bahkan 
liberal. Di luar isu-isu politik, posisi ulama adalah seagai otoritas tunggal dan penjangan 
moralitas Islam. Dengan demikian, ulama telah terlibat dalam spekrtum yang sangat 
luas dari kehidupan budaya masyarakat, khususnya dalam melakukan penolakan 
terhadap Muslim liberal yang mereka anggap telah berpaling dari akidah Islam.  
Di antara yang mereka lakukan adalah menyerang beberapa penulis yang mereka 
anggap menyimpang seperti Zainah Anwar dari SIS, akademisi seperti Farish M. Noor 
dan Patricia Martinez. Menurut para ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama 
Malaysia (PUM) tersebut, penulis-penulis tersebut telah menulis artikel-artikel yang 
menghina Islam, Nabi Muhammad dan Ulama. Para ulama tersebut berusaha mencekal 
para penulis tersebut dari menulis di koran lokal. Dengan hujatan tersebut seperti itu, 
ulama dalam birokrasi pemerintah telah berpandangan bahwa para penulis tersebut 
harus dicegah untuk menulis atas nama Islam dengan dilarang menafsirkan al-Qur’an 
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Posisi ulama Malaysia yang sangat legalistic tersebut telah mengakibatkan 
pemahaman yang juga legalistic di kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini bisa dilihat 
dalam ekspresi kesadaran keislaman yang termanifestasi dengan jelas dalam cara 
berpakaian yang islami dan juga tentang legislasi Islam di Malaysia. Sebagai akibatnya, 
semakin banyak upaya pemerintah, baik federal atau Negara bagian yang 
memperkenalkan legislasi aspek-aspek keislaman. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 
ulama dalam birokrasi telah memiliki aspirasi terbentuknya sebuah Negara Islam, 
penerapan hukum Islam termasuk hukum pidanan Islam dan perlunya para ulama diberi 
kewenangan untuk mengurusi Negara.  
Meskipun mereka tidak menginginkan menjadi pimpinan politik kenegaraan, 
mereka merasa harus dilibatkan dalam politik. Sebaliknya, pemimpn politik harus 
berhenti mencampuri urusan keagamaan jika tidak memiliki kualifikasi yang cukup. 
Dalam posisi ini, pemerintah federal dan UMNO dalam situasi yang dilematis. Jika 
keinginan para ulama terseut tidak diindahkan, mereka akan pindah ke PAS 
sebagaimana telah terjadi dalam beberapa kasus sebelumnya. Oleh karena itu, 
pemerintah memberikan keinginan ulama untuk mengurus legislasi Islam sambil 
mengendalikan dalam prosesnya dan campur tangan jika dirasa perlu.	  
Berkaitan dengan hukum Islam, di tahun –tahun 1980an tersebut pemerintah 
memulai pengundangan hukum Islam dengan jiwa komitmen modernitas sebagaiman 
komitmen di atas. Akan tetapi, di era 1990an, pemerintah Malaysia mulai bergeser ke 
arah konservatisme.	 Pemerintah memperkenalkan berbagai undang-undang Islam atau 
mengamandemen undang-undnag Islam yang sudah ada sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan status agama Islam di Malaysia. Sebagaimana diketahui, status Islam dan 
melayu adalah identik.	  
Selain itu, pemerintah juga ingin menunjukkan komitmennya terhadap Islam di 
hadapan PAS (Parti Islam Se Malaysia). Secara politis, pemerintah ingin mencoba 
merebut konstituen PAS yang semakin banyak mendapatkan simpati rakyat Malaysia 
sehingga PAS menguasai 2 Negara bagian di Malaysia; Kelantan dan Terengganu.	 Hal 
lain yang juga menjadi alasan adalah komitmen Malaysia untuk menjadi actor penting 
di dunia Islam. Yang terakhir ini sudah secara bertahap dicapai Malaysia dengan 
menjadi salah satu pusat pengambangan perbankan syariah di dunia Islam. 	  
Meskipun pimpinan tertinggi dalam pemerintahan federal berkomitmen pada 
modernisasi hukum Islam dalam artian mengadopsi nilai-nilai kesetaraan dan 
penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, banyak pejabat di bawahnya yang 
memiliki pemahaman konservatif terhadap hukum Islam. Mereka inilah yang 
sebelumnya direkrut oleh pemerintah federal dari kalangan Islam konservatif yang tetap 
 
50
 Muhamed Nawab bin Mohamed Osman, Religio-Political Activism of Ulama in Malaysia, Tesis 2006, 
National University of Singapore, h. 79.  
51
 Maznah Mohamad, ‘The evolution of Syariah and postcolonial modernity: embedding Malay authority 
through statutory law’, p. 2 
52
 Muhammad Haniff bin Hassan, ‘Explaining Islam’s Special Position and the Politic of Islam in 
Malaysia’, The Muslim World, 97, 2007 
53
 Joseph Liow, Deconstructing Political Islam in Malaysia: OMNO’s Response to PAS’ Religio-Political 
Dialectic, Working Paper No. 43, Institute of DEfence and Strategic Studies, Singapore, March 2003.  
54
 David Delfolie, ‘Malaysian Extraversion towards the Muslim World: Ideological Positioning for a 
Mirror Effect, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 31:4, 2012. 
29 
mempertahankan dan terus menyebarluaskan pemahaman keislaman konservatif mereka 
melalui agenda legislasi Islam pemerintah.		  
Secara bertahap, undang-undang pidana Islam mulai disahkan dengan tujuan 
untuk memastikan gaya hidup umat Islam tidak melanggar ajaran agama Islam 
konservatif. Perbuatan-perbuatan tertentu menjadi Pelanggaran yang dapat dipidana. 
Pengawasan terhadap perilaku dan moralitas keagamaan diterapkan dengan disertai 
dengan hukuman berat yang menanti. Di bidang hukum perkawinan yang sudah 
diundangkan sejak tahun 1980an dan bisa diketagorikan sebagai undang-undnag yang 
sangat maju di dunia Islam, mulai diamandemen menjadi lebih konservatif sehingga 
memudahkan laki-laki untuk melakukan poligami dan menceraikan istrinya serta 
mengurangi kewajiban keuangan suami kepada istri.  
Administrasi hukum Islam juga diamandemen untuk memberi kekuatan yang 
lebih kuat dan cepat untuk setiap fatwa yang dikeluarkan oleh mufti di Negara-negara 
bagian di malaysia. Sebelumnya, semua fatwa harus melalui proses pembahasan di 
lembaga legislative sebelum memiliki kukuatan hukum. Upaya ini diperkuat dengan 
adanya aturan pelanggaran syariah yang melarang untuk membantah, mempertanyakan 
isi fatwa dan mengeluarkan fatwa tandingan. Larangan inipun dilengkapi dengan sanksi 
pidana. Di Negara bagian Kelantan dan Terengganu, dua wilayah yang dikuasai PAS, 
undang-undang hudud (pidana Islam yang memiliki aturan hukuman yang sudah 
ditentukan) sudah ditetapkan seperti pencambukan, potong tangan, rajam sampai mati.	
  
Perlombaan menunjukkan identitas Islam ini juga merambah di bidang gaya 
berpakaian, status dan control terhadap perempuan, dan sanksi hukuman yang 
ditetapkan untuk pidana-pidana syariah sudah menjadi fenomena di tiap masyarakat 
Islam yang menjadikan agama sebagai ideology untuk perebutan politik dan sumber 
legitimasi. Dampaknya terhadap proses penetapan perundangan, isi perundangan dan 
implikasinyaterhadap tata kelola demokratis, hak-hak perempuan dan hak-hak asasi 
manusia sangatlah besar.	 
Proses legislasi yang mengarah pada konservatisme ini dilakukan dengan cara 
yang tidak transparan. Tidak ada perdebatan public yang terjadi untuk membahas 
rancangan perundangan terkait hukum Islam ini. Para anggota legislative nampaknya 
tidk berdaya membendung upaya ini, atau memang mereka juga menginginkannya. 
Anggota legislative yang non-Muslim pun juga terlihat gamang dalam merespon upaya 
ini. Paling tidak, toh rancangan perundangan tersebut bukan untuk non-Muslim, tetapi 
untuk mulim Malaysia. Di lain pihak, media massa juga luput dalam melaporkan prose 
pembahasan ini. Mereka hanya mampu melaporkan bahwa perundangan terkait hukum 
Islam tertentu telah diundangkan.  
Inilah yang membuat lembaga-lembaga swadaya masyarakat kesulitan mengerti 
apa sebenarnya yang sedang terjadi di parlemen. Mereka sulit memperoleh salinan 
rancangan perundangan keislaman yang sedang dibahas. Apalagi, di bidang hukum sipil 
umum amandemen bergerak ke arah yang sesuai dengan keadilan. Dalam hal hukum 
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perkawinan misalnya, amandemen hukum sipil umum menuju kesamaan hak antara 
laki-laki dan perempuan.  
Hal ini berbeda dengan hukum keluarga Islam yang justru menjauh dari kesamaan 
hak tersebut. Amandemen di decade 1990an tersebut menjadikan hukum keluarga Islam 
semakin tidak ramah kepada perempuan Muslim. Dalam perkara poligami, misalnya, 
amandemen membolehkan pendaftaran perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa 
izin pengadilan bila bersedia membayar denda atau menerima hukuman kurungan. Hal 
ii telah berujung pada maraknya perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, baik 
perkawinan poligami yang dilakukan di Thailand Selatan atau perkawinan bawah 
tangan di Malaysia sendiri.  
Persyaratan poligami juga dijadikan lebih mudah. Dalam undang-undang 
perkawinan yang diprakarsai oleh pemerintah federal tahun 1984, syarat kelima adalah 
bahwa perkawinan kedua dan seterusnya harus tidak mengurangi standar hidup yang 
dinikmati oleh para istri dan anak-anaknya. Syarat ini kemudian dihapuskan dalam 
amandemen di tahun 1990an ini sehingga memudahkan laki-laki untuk melakukan 
poligami. Di bidang perceraian, amandemen membolehkan pengadilan untuk 
menyetujui perceraian yang diucapkan di luar sidang jika sudah syarat-syarat dalam 
fiqh. Penelitian sudah menunjukkan bahwa sebagai akibat amandemen ini di beberapa 
Negara bagian jumlah perceraian di luar pengadilan adalah 3 kali lipat dibanding 
dengan suami yang mengajukan perceraian di pengadilan.	  
Baik di bidang hak-hak asasi manusia ataupun hak-hak perempuan, 
kecenderungan yang ditunjukkan oleh toritas keagamaan adalah untuk mengundangkan 
pandangan yang paling konservatif dalam fiqh. Misalnya, ada tiga pandangan terkait 
hukuman murtad. Yang pertama adalah hukuman mati, yang kedua hukuman mati jika 
memang dbarengi dengan pemberontakan, dan yang ketiga menyatakan murtad sebagai 
dosa besar tetapi tidak ada hukuman yang dikenakan. Dalam opini yang ketiga ini, 
murtad dianggap sebagai urusan pribadi.  
PAS, sebagai salah satu kekuatan politik Islam, menyatakan bahwa hukuman yang 
ditetapkan sebagai sanksi pelaku murtad adalah hukuman mati mutlak. Meskipun 
demikian, penasihat keagamaan pemerintah Kelantan mengambil jalan tengah dengan 
penjara kurungan 1 tahun. Bila setelah 1 tahun orang tersebut menolak untuk bertobat, 
hakim akan menetapkan statusnya dan bila terikat hubungan perkawinan dengan 
soerang Muslim , maka otomatis perkawinannya dibatalkan.  
Persaingan antara UMNO (partai berkuasa) dan PAS di bidang penerapan syariah 
Islam sangat ketat di Malaysia. Islam dipakai sebagai ideology politik yang alat 
perebutan simpati rakyat. Masing-masing berusaha menampakkan mereka lebih islami 
disbanding pihak lain. Seringkali pihak PAS berhasil memojokkan pemerintah dan 
akhirnya pemerintah harus merespon dengan mengundangkan aturan terkait isu-isu 
keislaman.	  
Simpulan 
Asal mula hukum keluarga Islam di Malaysia merupakan hukum Islam yang 
hidup di era sebelum kedatangan bangsa Eropa di wilayah tersebut. Minimal, ada dua 
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temenggung yang matriarkal. Pada masa colonial Inggris, hukum Inggris diberlakukan 
kecuali di bidang hukum perkawinan Islam. Setelah masa kemerdekaan, Negara federasi 
Malaysia membagi administrasi hukum menjadi dua; hukum Islam dan seluruh urusan 
agama Islam menjadi wewenang Negara bagian sedangkan selain itu menjadi 
wewenang pemerintah federal. Pemerintah federal memiliki beberapa cara 
mempengaruhi arah legislasi hukum Islam melalui lembaga seperti Jawatan Kemajuan 
Agama Islam (JAKIM) dan lembaga-lembaga lainnya dengan membuat model-model 
perundangan, tetapi tidak dapat memaksakan pelaksanaannya di Negara-negara bagian. 
Hal ini ditambah dengan adanya pemisahan secara total antara system hukum Islam 
dengan system hukum sipil di Malaysia.  
Sebagaimana di negara lain, isu terkait hukum keluarga selalu memancing 
kontroversi. Usia minimal menikah, pencatatan perkawinan, poligami dan juga 
perceraian serta hak perempuan pasca cerai bisa dikatakan sebagai isu yang sarat 
polemik gender. Di Malaysia, perundangan terkait hukum keluarga Islam bisa dikatakan 
cukup moderat dalam mengatur aspek-aspek tersebut khususnya jika dibandingkan 
dengan berbagai negara Muslim lainnya. Menurut HKI Malaysia, Poligami 
diperbolehkan dengan prosedur dan syarat yang diatur cukup detil, usia minimal adalah 
16 untuk perempuan dan 18 untuk laki-laki dengan wewenang hakim untuk memberi 
diskresi, dan bahwa perceraian bisa melalui berbagai skema mulai talak, ta’lik, 
khulu’dan fasakh. Hak-hak perempuan pasca cerai juga diatur cukup rinci sampai pada 
hak mantan istri untuk menempati rumah sampai habis masa iddah atau bahkan sampai 
pada selesai masa pengasuhan anak-anak.  
Aturan perundangan dan berbagai upaya untuk dapat mendukung perlindungan 
perempuan secara umum bisa dikategorikan sebagai gender responsif.  Sanksi pidana 
dan atau perdata yang ada dalam perundangan keluarga Islam di Malaysia jelas 
merupakan salah satu fitur yang menarik. Sayangnya, beberapa perubahan yang terjadi 
beberapa waktu belakangan justru menurunkan tingkat perlindungan perempuan dalam 
perundangan. Hak fasakh untuk laki-laki serta bahasa gender netral dalam aturan 
tentang harta sepencarian (harta bersama) justru menjadi aturan yang gender blind (buta 
gender). [] 
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